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di—

Pontianak

u.p.Karorena
1. Rujukan

a.
b.

C.

Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
Surat Kepala Biro Perencanaan Umum dan Anggaran Nomor:
B/19/1II/REN.2.3./2021/Rorena tanggal 2 Maret 2021 perihal undangan rapat
penanggung jawab program Renstra Polda Kalbar Tahun 2020-2024;

Rencana kerja Kapolres Bengkayang Tahun 2021.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini di kirimkan kepada KA revisi
Strategis Polres Bengkayang tahun 2020-2024 (terlampir).

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Tembusan:

1. Kapolda Kalbar.
2. Irwasda Polda Kalbar.
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN BARAT
RESOR BENGKAYANG

Pertimbangan :

Dasar

Kepada

Untuk

Selesai.

Tembusan :

1. Kapolda Kalbar.

SURAT PERINTAH
Nomor: Sprin/ 48 /IV/REN.2.3/2021

bahwa dalam rangka kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Resor
Bengkayang, khususnya penyusunan Revisi Renstra Polres Bengkayang T.A. 2020-
2024, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan Surat Perintah.

1.  Undang - undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tanggal 8
Januari 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2.  Undang — undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tanggal
5 Oktober 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

4.  Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep / 360 / VI / 2005 tanggal 10 Juni 2005
tentang Grand Strategi Polri 2005-2025;

5. Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan
Strategis Polri;

6. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Bengkayang nomor: Sprin/2389 /
XII/REN.2.3/2019 tanggal 16 Desember 2019 perihal kelompok kerja dalam
rangka penyusunan Rancangan Rencana Strategis Polres Bengkayang Tahun
2020-2024;

7.  Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor: KEP/ 393/ V /

2020 tentang Rencana Strategis Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Tahun
2020-2024.

DIPERINTAHKAN

NAMA, PANGKAT, NRP, JABATAN DAN KESATUAN SESUAI YANG
TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.

1.  disamping melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab jabatannya sehari -
hari ditunjuk sebagai kelompok kerja penyusunan Revisi Rencana Strategis
Polres Bengkayang TA. 2020-2024;

2. segala biaya yang dikeluarkan atas surat perintah ini dibebankan pada DIPA
RKA — KL Polres Bengkayang TA. 2021;

3. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab
serta melaporkan hasilnya kepada Kapolres Bengkayang;

éLERImIp [ N : Bengkayang
N'Tﬁ (&\\ 16 April 2021
c\w Fppl] |'r1.-l”"iif‘3ﬁ‘i\ RESOR BENGKAYANG

f l lJ-LL—lLll' ol |1I

H/ag, KEPALA Lﬁ
,._,”]] TT

\ 5,; q = /;
% Wil Lu" DRMA) S.LK.. M. H,
i N Kg‘Ew@H?;w’ BESAR POLISI NRP 77120909

—— .,-.—--

2. Irwasda Polda Kalbar.
3. Karo Rena Polda Kalbar.
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RENCANA STRATEGIS KEPOLISIAN RESOR
BENGKAYANG TAHUN 2020-2024
(REVISI)

BAB |
PENDAHULUAN

1. Kondisi Umum

Perencanaan strategis adalah suatu rencana jangka panjang yang bersifat
menyeluruh, memberikan rumusan ke mana suatu organisasi akan diarahkan,
dan bagaimana sumber daya dialokasikan untuk mencapai tujuan selama
jangka waktu tertentu dalam berbagai kemungkinan keadaan lingkungan.
Perencanaan strategis juga merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi
untuk menentukan strategi, arah dan acuan dalam rangka mengambil
keputusan dan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan yang tepat dengan
memperhitungkan sumber dayanya. Hasil proses tersebut berupa Rencana
Strategis (Renstra) yang akan digunakan untuk rencana dan alokasi sumber
daya tahunan.

Pada tingkatan perencanaan nasional, Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) telah ditetapkan dalam Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004. Sesuai dengan SPPN tersebut, rencana pembangunan
nasional meliputi rencana jangka panjang dua puluh tahun, rencana jangka
menengah lima tahunan dan perencanaan tahunan. Dalam sistem perencanaan
di Indonesia, pemerintah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 yang ditetapkan dalam Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2007. Perencanaan jangka panjang tersebut kemudian
diterlemahkan kembali dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) periode per lima tahunan, yang kemudian akan
diterlemahkan kembali oleh Kementerian/Lembaga ke dalam dokumen
Renstranya masing-masing.

Sebagai bagian dari alat negara, Polres Bengkayang dalam hal menyusun
dokumen perencanaan haruslah memperhatikan arahan strategis yang terdapat
pada RPIJMN dan RPJMD. Selain memperhatikan arahan strategis tersebut,

Polda Kalbar juga harus memperhatikan prioritas nasional. Dalam hal ini,
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arahan nasional tentang keamanan dan ketertiban harus dijabarkan ke dalam
arah kebijakan dan strategi Polri. Selanjutnya, Renstra Polres Bengkayang ini
menjadi acuan penyusunan Renja Polres Bengkayang, dan Rencana Kerja
dan Anggaran (RKA) polres Bengkayang, kemudian diturunkan keseluruh
Satker dan Polsek jajaran.

Dalam rangka melayani stakeholders serta dalam rangka menjalankan
tugas dan fungsinya yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan
pelayanan kepada masyarakat, Polri tetap dihadapkan dengan potensi dan
permasalahan. Potensi dan permasalahan akan dikerucutkan dari kondisi umum
serta perubahan lingkungan strategis. Potensi dan permasalahan Polres
Bengkayang yang dibahas lebih lanjut dalam Bab | ini menjadi pertimbangan
tersendiri dalam penyusunan rencana strategis Polres Bengkayang.

Pada tanggal 26 Agustus 2019 Presiden Republik Indonesia
melaksanakan Konferensi pers tentang pemindahan Ibu Kota Negara ke
Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi
Kalimantan Timur. Polri menindaklanjuti dengan melakukan persiapan-
persiapan yaitu menyusun rencana pemindahan Mabes Polri yang meliputi
personel, Faskon, Almatsus, konsep Smart Security dalam Smart City yang
merupakan konsep Ibu Kota Negara baru beserta kebutuhan anggarannya. Polri
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya juga mempersiapkan cipta kondisi
dan pengamanan sebelum, saat dan pasca pemindahan lbu Kota Negara
sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan aman, tertib dan terkendali
serta tidak menimbulkan gejolak yang berarti. Pada tahun 2024 Polri telah siap
secara administratif dan operasional melaksanakan tugas di lbu Kota Negara
Baru.

Terkait pemindahan lbu Kota Negara tersebut, maka Polda Kalimantan
Barat harus mempersiapkan sedini mungkin terutama yang berkaitan dengan

administrasif operasional.

Potensi dan Permasalahan
a. Potensi Gangguan Keamanan
1) Pekembangan Aspek Kehidupan
a) Kalimantan Barat
(1) geografi
Luas wilayah Kalimantan Barat sebesar 147.307 km?

atau 1,13 kali luas Pulau Jawa dan termasuk Provinsi
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terbesar ketiga setelah Provinsi Papua (319.036,05 km?)

dan Kalimantan Tengah (153.564,50 km?), sedangkan

keempat adalah Kalimantan Timur (129.873 km? setelah

dikurangi Provinsi Kalimantan Utara). Adapun batas-batas

wilayah adalah sebagai berikut:

- Bagian Barat berbatasan dengan Selat Karimata.

- Bagian Utara berbatasan langsung dengan Sarawak
(Malaysia Timur) dan Provinsi Kalimantan Timur.

- Bagian Selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan
Tengah serta Laut Jawa.

- Bagian Timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan
Tengah dan Kalimantan Timur.

Tabel 1.9 Jumlah Kecamatan dan Jumlah Kelurahan/ Desa

di Kalimantan Barat

Kabupaten/Kota Ke::r:]a:?:n“] Kirun:ell?\:n Jumlah Desa

(1) (2) 3 (4)
Kab. Sambas 19 - 193
Kab. Mempawah 9 7 60
Kab. Sanggau 15 6 163
Kab Ketapang 20 9 253
Kab_ Sintang 14 16 390
Kab_Kapuas Hulu 23 4 278
Kab. Bengkayang 17 2 122
Kab. Landak 13 - 156
Kab. Sekadau 7 - 87
Kab. Melawi 1 - 169
Kab. Kayong Utara 6 - 43
Kab_Kubu Raya 9 - "7
Kota Pontianak 6 29 -
Kota Singkawang 5 26 -
Kalimantan Barat 174 99 2.031

Sumber: Permendagri Nomor 137 Tahun 2017
Secara administratif Provinsi Kalimantan Barat terdiri

dari 14 (empat belas) kabupaten/kota yaitu dua belas

kabupaten .....
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kabupaten dan dua kota. Empat belas kabupaten/kota ini
terbagi dalam 174 kecamatan, 99 Kelurahan dan 2.031
desa.

Sebagai ciri umum Kalimantan Barat yang sebagian

besar terdiri dari dataran rendah memiliki suhu udara yang
relatif panas/tinggi namun disertai kelembaban yang cukup
tinggi pula. Berdasarkan catatan stasiun meterologi
Supadio Pontianak, daerah Kalbar mempunyai suhu udara
yang beragam yaitu dari 200C sampai dengan 350C.
Kelembaban udara minimum adalah 81% dan kelembaban
maksimum dapat mencapai 91%.
Kalimantan Barat cukup dikenal sebagai daerah hujan
dengan intensitas tinggi, yang secara umum mempunyai
curah hujan sekitar 3.000 milimeter/tahun dan hampir
merata keseluruh daerah atau rata-rata perbulan sekitar
250 milimeter, intensitas hujan yang cukup tinggi ini
terutama dipengaruhi oleh daerahnya yang berhutan tropis
yang lebat dan disertai dengan kelembaban yang tinggi.

Banyaknya hari hujan maksimum terjadi pada bulan
Januari, Oktober, Nopember dan Desember, sedangkan
minimum terjadi pada bulan Mei, Juni, Juli dan Agustus.

Secara umum kecepatan angin rata - rata di
Kalimantan Barat masih tergolong normal berkisar antara 5-
10 knot/jam. Kecepatan angin rata-rata bulanan terendah 3
knot/jam dan tertinggi 22 knot/jam. Seiring dengan musim
hujan pada bulan Oktober - Maret bertiup angin barat yang
mempunyai kelembaban tinggi dari daratan Asia dan
Samudera Pasifik, sehingga dapat mengancam
keselamatan kegiatan nelayan dan penerbangan.

Situasi topografi diwilayah Kalimantan Barat dapat
diklasifikasikan sebagai berikut :

(a) Dataran rendah.

Daerah Kalimantan Barat secara umum terdiri dari

dataran .....
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dataran rendah yang mempunyai ratusan sungai yang

aman dilayari, sedangkan dilihat dari tekstur tanahnya

sebagian besar daerah Kalbar terdiri dari jenis tanah

PMK (Podsolet merah kuning) yang meliputi areal

sekitar 10,5 juta hektar atau 71,28 dari luas daerah

yang terdiri dari 14,7 juta hektar. Keadaan dataran
rendah di Kalbar dapat diuraikan sebagai berikut :

- dataran rendah plain 0-200 meter diatas
permukaan laut, terletak disebelah barat Kab.
Sambas, bagian Timur Kab. Pontianak sepanjang
aliran sungai kapuas dan bagian tengah Kab.
Ketapang.

- dataran rendah alluvial berawa rawa tergenang air
pada spanjang pantai bagian barat 25-110 km dari
pantai kecuali pantai bagian utara tidak tergenang
air.

(b) dataran tinggi pegunungan.

Terdapat pada bagian timur laut Kab. Sambas,

bagian utara Kab. Pontianak dan Kab. Sanggau,

bagian Barat Laut Kab. Sintang dengan puncak

Gunung Niut (1.701 m), bagian utara Kab. Kapuas

Hulu dengan puncak Lawit (1.767 m). Bagian selatan

Kab. Sintang hingga bagian timur laut Kabupaten

Ketapang dengan puncak gunung Saran (1.750 M).

(c) sungai - sungai.
Daerah Kalimantan Barat termasuk daerah yang dapat
dijuluki provinsi "Seribu Sungai" hal itu selaras
dengan kondisi geografi yang mempunyai ratusan
sungai besar dan kecil yang diantaranya dapat
dilayari, beberapa sungai besar yang sampai saat ini
masih merupakan urat nadi dan jalur utama untuk
angkutan daerah pedalaman, walaupun  prasarana

darat telah dapat menjangkau sebagian besar

kecamatan .....
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kecamatan. Sungai besar utama adalah sungai

Kapuas yang merupakan sungai terpanjang di

Indonesia (1.086 Km) yang mana sepanjang 942 km

dapat dilayari.

(2) aspek demografis

Berdasarkan data Agregat Kependudukan Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2018, jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2017 semester Il berjumlah sekitar 5.381.428 jiwa,
dimana 51,44 persen atau 2.768.013 jiwa berjenis kelamin
laki-laki dan 48,56 persen atau 2.613.415 jiwa adalah
perempuan. Dengan luas wilayah 147.307 Km?, maka
kepadatan penduduk Kalimantan Barat tahun 2017 adalah
37 jiwa perkilometer persegi. Dilihat dari sebaran penduduk,
pada tahun 2017 Kota Pontianak merupakan daerah
dengan tingkat kepadatan penduduk terbesar yakni sebesar
6.108 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan Kabupaten
Kapuas Hulu merupakan daerah dengan tingkat kepadatan
penduduk terkecil yakni sebesar 8 jiwa per kilometer
persegi.

Tabel 1.10 Jumlah Penduduk Kalimantan Barat

Penduduk Jumlah ITuas Kepadatan
No Kabupaten/Kota Lk Pr Pe(rj?\::}uk V}frl(lamyza)h (JiwalKm2)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 7)
1. |Sambas 323027 310.155 633.182 6.716,52 94
2. |Mepawah 154.920 147.342 302.262 279788 108
3. |Sanggau 251238 232743 483 981 12 857 80 38
4. |Ketapang 301.115 277725 578.840 |  31.240,74 19
5. |Sintang 209.826 195.385 405211 21.638,20 19
6. |Kapuas Hulu 122.937 115.860 238.797 | 2984200 8
7. |Bengkayang 147.951 136.884 284.835 507548 56
8. |Landak 207544 189.494 397.038 8.91510 45
9. |Sekadau 108.159 101.578 209.737 544420 39
10. |Melaw 118.732 111.023 229.755 |  10.640,80 22
11. |Kayong Utara 63.829 59677 123506 4568 26 27
12. |Kubu Raya 309173 293133 602.306 £.958 22 87
13. | Kota Pontianak 330.554 327923 658477 107,80 6.108
14. | Kota Singkawang 119.008 114.493 233501 504,00 463
Kalimantan Barat 2.768.013 2.613.415 5.381.428 147.307 37

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan
Barat

Komposisi .....
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Komposisi penduduk

0.30%
0.53% 0,01% menurut agama

' 114,421%

diperlukan sebagai dasar
untuk merencanakan
penyediaansarana dan
prasarana  peribadatan.

Secara umum terdapat

#Islam H Katholik B Protestan lima agama di Kalimantan
H Khonghucul Hindu H Budha Barat, yaitu Islam,
Protestan, Katholik,

Hindu, Budha, dan Khonghucu. Berdasarkan data dari
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan
Barat tahun 2018 penduduk Kalimantan Barat berjumlah
5.381.428 seperti dalam tabel 1.9 di atas. Mayoritas
penduduk Kalimantan Barat beragama Islam (57, 93%),
penganut agama Katholik (27,04%). Sedangkan penganut
Kristen (14,42%), penganut Khonghucu (0,53%), Hindu
(0,30%), dan Budha (0,01%).
(3) sumberdaya alam

Kalimantan Barat memiliki potensi sumberdaya
mineral yang berlimpah dengan potensi yang tersebar di
hampir semua Kabupaten/Kota. Kalimantan Barat. Sektor
Pertambangan dan Penggalian sampai dengan tahun 2019
tetap memberi peranan yang cukup besar terhadap
perekonomian Kalimantan Barat, selengkapnya dapat
dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.11 Potensi Jenis Bahan Galian sesuai Lokasi di
Kalimantan Barat

Sumber Daya/

Komoditas Lokasi

Potensi
Radio aktif
Uranium Kabupaten Melawi ‘ 24.112,00 | Ton
Logam
Emas Semua Kabupaten di 37.359.135,00 | Kg
Provinsi Kalbar
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Sumber Daya/

Komoditas Lokasi Potensi
Timbal/Timah | KabupatenKetapang 444393 | Ton
Hitam danKota
Singkawang

Besi Kab. Ketapang ,Sanggau, | 102.880.224,00 | Ton
Melawi, Kapuas Hulu,
Bengkayang & Sambas

Mangan Kab. Bengkayang dan 2.409.735,00 | Ton
Sambas

Seng Kabupaten. Ketapang 35.064 | Ton

Bauksit Kab. Pontianak, 4.376.036.722,0 | Ton
Bengkayang, Sanggau, 0
Landak, Ketapang, Sekadau,
Kuburaya & Kayong Utara

Antimoni Kabupaten. Kapuas Hulu 149.990,00 | Ton

Cinnabar Kabupaten. Kapuas Hulu 5.306.283,00 | Ton

Barit Kabupaten. Ketapang 1.932,00 | Ton

Non Logam

Mika Kabupaten. Sanggau dan 524,00 | Ton
Sintang

Batu Gamping | Kabupaten Kapuas Hulu, 30.000.000,00 | Ton
Bengkayang, Sambas,
Ketapang

Zirkon Semua Kabupaten di 1.570.210.100,0 | Ton
Provinsi Kalbar 0

Feldspar Kabupaten Sanggau, 2.333.667,00 | Ton
Sintang dan Sambas

Kaolin Semua Kabupaten di 316.858.857,00 | Ton
Provinsi Kalbar

Ball Clay Kabupaten Bengkayang 10.569.307,00 | Ton

Pasir Kuarsa Semua Kabupaten di 629.581.456,75 | Ton
Provinsi Kalbar

Intan Kabupaten Landak 8.311,25 | Karat

Kristal Kuarsa | KabupatenKetapang, 810,06 | Ton
Landakdan Melawi

Batubara

Batubara Kabupaten Sintang, Melawi, 186.662.875,00 | Ton
Kapuas Hulu

Gambut Semua Kabupaten di 12..577.145.000, | Ton
Provinsi Kalbar 00

Batuan

Andesit Kabupaten Pontianak, Sintang, |1.040.989.262.8 | Ton
Melawi, Sanggau, 58,59
Bengkayang & Sambas

Basal Kabupaten Sanggau, 6.448.838.134,0 | Ton
Sambas & 0

Bengkayang
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Sumber Daya/

Komoditas Lokasi

Potensi
Granit Semua Kabupaten di 1.565.404.407.8 | Ton
Provinsi Kalbar 11,21
Pasir Sungai Semua Kabupaten di 17.681.122.810, | Ton
Provinsi Kalbar 96
Sirtu Semua Kabupaten di 110.851.194.260 | Ton
Provinsi Kalbar ,90

Minyak dan Gas Bumi
Minyak danGas | Cekungasn Ketungau dan 1.073.700.000,0 | STBM
Bumi Cekungan Melawi 0
Sumber : RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 - 2023

Pengelolaan Mineral dan Batubara adalah usaha
pertambangan mineral dan batubara yang telah dilakukan di
Kalimantan Barat baik berupa kegiatan sebagian atau
seluruh tahapan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan
pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi
Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan,
Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan Permurnian,
Pengangkutan, dan Penjualan serta Kegiatan Pasca
Tambang.

Jumlah Perizinan sektor Pertambangan Mineral dan
Batubara Provinsi Kalbar yang telah dikeluarkan atau
diberikan kepada Perusahaan sampai dengan 30 Juni 2018
adalah sebanyak 484 IUP yang terdiri dari 147 IUP
Komoditas Mineral Logam dan Batubara, 337 IUP
Komoditas Mineral Non Logam dan Batuan, 2 IUP OPK
Pengolahan dan Pemurnian Logam, 6 lzin Usaha Jasa
Pertambangan (IUJP), dan 9 Izin SKT Pertambangan.

Sedangkan berdasarkan tahap kegiatannya, jumlah
IUP di Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 195 IUP
Eksplorasi dan 289 IUP Operasi Produksi. Dari jumlah 147
IUP Komoditas Logam dan Batubara di Kalimantan Barat,
berdasarkan status perizinan di Dirjen Minerba KESDM
diketahui rincian status IUP kategori CNC sebanyak 143
izin dan IUP kategori Non CNC sebanyak 4 izin (sedang

proses rekonsiliasi).
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Jumlah IUP yang dikeluarkan oleh Bupati/ Walikota,
namun belum disesuaikan menjadi Izin Provinsi Kalimantan
Barat sesuai ketentuan yang berlaku adalah sebanyak 107
IUP.Pemegang IUP Tahap Operasi Produksi Provinsi
Kalimantan Barat berdasarkan data terakhir yang belum
menempatkan Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang
adalah sebanyak 239 IUP.

Dilihat dari penyelenggaraan pengelolaan usaha
pertambangan tersebut, kontribusi Penerimaan Negara
Bukan Pajak (luran tambang) Kalimantan Barat
(Prov/Kab/Kota) tahun 2017 sebesar Rp.
773.450.203.849,50 terdiri dari Landrent (luran tetap)
sebesar Rp.130.543.818.487,50 dan Royalti (luran
produksi) sebesar Rp. 278.806.069.537,00,-. Sedangkan
realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Provinsi
Kalimantan Barat tahun 2017 sebesar Rp.
123.752.031.016,- terdiri dari Landrent (luran tetap) sebesar
Rp.20.887.010.958,- dan Royalti (luran produksi) sebesar
Rp. 4.278.617.154,.

Untuk potensi cekungan air tanah, beradasarkan
Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2017 dijelaskan bahwa
Kalimantan Barat memiliki 7 (tujuh) ttik cekungan air tanah
yaitu cekungan air tanah Paloh seluas 561 km?, cekungan
air tanah Sambas (3.178 km?), cekungan air tanah
Singkawang (728 km?), cekungan air tanah Pontianak
(22.620 km?), cekungan air tanah Sintang (24,74 km?),
cekungan air tanah Kapuas Hulu (7.107 km? dan

Palangkaraya-Banjarmasin (95.980 km?).

(4) ideologi
(@) masyarakat Indonesia yang berada di daerah
perbatasan masih berpedoman pada Pancasila dan

UUD 1945 sebagai falsafah dan pedoman hidup serta

Pancasila .....
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Pancasila sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik
Indonesia, namun tidak menutup kemungkinan karena
situasi politik yang selalu mengalami perubahan maka
upaya-upaya kelompok tertentu secara formal dengan
cara merombak UUD 1945 ataupun menciptakan
produk hukum yang berlaku pada suatu kawasan.

(b) adanya kepemilikan indentitas ganda vyaitu Kartu
Tanda Penduduk (KTP) Indonesia dan Identity Card
(IC) Malaysia oleh masyarakat perbatasan Kapuas
Hulu (Kecamatan Embaloh Hulu, Batang Lupar, Badau
Empanang dan Puring Kencana) dengan alasan
mempermudah warga keluar masuk ke Malaysia di
dukung dengan ketergantungan masyarakat dibidang
ekonomi dengan Negara tetangga membuat
masyarakat lebih memilih untuk mencari nafkah /
bekerja di Malaysia kemudian mereka menetap di
Malaysia demi keamanan mereka membuat tanda
pengenal ganda KTP Indonesia dan IC Malaysia agar
dapat terhindar dari pemeriksaan Polri dan PDRM.

(c) adanya potensi untuk memekarkan kawasan dengan
membentuk kabupaten perbatasan bersama dengan
Kecamatan yang ada di daerah perbatasan.

(d) adanya potensi untuk bergabung dengan Negara
Malaysia dengan mengibarkan bendera Malaysia di
pemukiman penduduk disebabkan kondisi sarana dan
prasarana di Kecamatan perbatasan kurang mendapat

perhatian dari Pusat maupun pemerintahan daerah.

(5) politik
(a) Pilkada di beberapa wilayah Kalimantan Barat, baik
pemilihan wali kota, bupati dan gubernur, pada
dasarnya merupakan agenda untuk perombakan

daerah untuk menjadi lebih baik dan beradab. Pada

kenyataan .....
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kenyataannya persoalan ekologi, eksploitasi SDA, dan
deforestasi, menjadi misi utama penguasa atas nama
perbaikan dan keberlanjutan ekonomi masyarakat,

namun masih diwarnai politik dan identitas yang

sangat kental.
(b) masih adanya potensi benturan antar kelompok warga
masyarakat, antara kelompok warga masyarakat

dengan aparat dan antara kelompok warga

masyarakat dengan sektor privat karena adanya
kepentingan dan pengaruh negatif arus globalisasi yang
penuh keterbukaan, juga mempengaruhi wawasan
kebangsaan dan kesadaran bela negara.

ekonomi

(@)

(6)
masih melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar
AS yang sedang terjadi saat ini akibat adanya fluktuasi
aksi ambil untung (profit taking) yang dilakukan para
spekulan di bursa regional, sehingga kondisi ini akan
sangat memberatkan sejumlah pengusaha, karena
akan berpengaruh pada kenaikan harga sejumlah

produk pangan olahan dan produk impor lainnya.

(b) warga negara Indonesia di beberapa wilayah

perbatasan Indonesia-Malaysia, masih

ketergantungan dengan negara Malaysia untuk

memenuhi kebutuhan sehari-hari.

sektor

(©) perdagangan Kalimantan Barat pada sisi

ekspor banyak menghasilkan produk primer yang

Ekspor Impor

Tahun

Volume (kg)

Nilai (US §)

Volume (kg)

Nilai (US $)

(1)

(2

(3

4

(5)

2013

16.775.953.120

1.346.607.972

611.590.475

493.236.319

2014

1.171.286.892

£51.956.280

752.952.826

500.262 630

2015

679.509.314

564.043.454

680.401.373

627.817.186

2016

1.097.403.262

£23.422.909

475.098.044

351835878

2017

3.243.290.000

27.300.000

440.410.000

269.070.000

cukup laku dipasaran sehingga kegiatan ekspor masih
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tetap berlangsung dari tahun ke tahun. Akan tetapi
kinerja nilai ekspor di Kalimantan Barat dari tahun
2014 dan 2015 cenderung mengalami penurunan.
Pada tahun 2015, total nilai ekspor sebesar
564.043.454 US$ mengalami penurunan sebesar
13,49 % dibandingkan tahun 2014 dengan nilai ekspor
651.986.280 US $, namun di tahun 2016 kinerja dalam
eksporKalimantan Barat sudah mulai membaik dengan
kenaikan nilai ekspor sebesar 623.422.909 US §,
kenaikan nilai ekspor sebesar 10,53 persen
dibandingkan tahun 2015, begitu juga volume ekspor
meningkat 61,43 persen dibandingkan tahun 2015.
Peningkatan  nilai  ekspor  terus  mengalami
perkembangan positif pada tahun 2017, dimana
tercatat terjadi peningkatan 32,70 persen menjadi
827,300 Juta US$. Sedangkan nilai dari kegiatan
impor dari Tahun 2013 sampai tahun 2017, mengalami
perkembangan yang fluktuatif. Tren penurunan terjadi
mulai tahun 2015 dan berlanjut hingga tahun 2017.
(Sumber : RPIJMD Prov. Kalbar Tahun 2018-2023).

(d) sektor industri sampai dengan tahun 2017 tetap
memberi peranan Yyang cukup besar terhadap
perekonomian Kalimantan Barat. Walaupun demikian,
dalam satu dasawarsa terakhir peranannya terus
mengalami penurunan yang cukup signifikan, yang
disebabkan pertumbuhan setiap tahunnya selalu
dibawah pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat.
Pada tahun 2000 kontribusi sektor industri terhadap
perekonomian Kalimantan Barat sebesar 24,15 persen,
namun pada tahun 2017 menurun menjadi 16,21
persen. Pencapaian tersebut lebih baik dibandingkan
periode yang sama pada tahun 2016 sebesar 16,12
persen. Selain berakibat pada lambannya pergerakan
perekonomian Kalimantan Barat, kondisi tersebut
menyebabkan potensi kehilangan nilai tambah yang
sangat besar dari komoditas primer Kalimantan Barat
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yang cenderung meningkat akhir-akhir ini terutama
sektor pertanian (termasuk  perkebunan) dan

pertambangan.

b) Kabupaten Bengkayang
(1) geografi
Kabupaten Bengkayang yang terletak di sebelah utara
provinsi Kalimantan Barat. Secara geografis, Kabupaten
Bengkayang terletak di 0°33'00” lintang utara sampai 1030'00”
lintang utara dan 108039'0” Bujur timur sampai 110010'00” Bujur
Timur. Adapun batas-batas wilayah adalah sebagai berikut:

- Bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten
singkawang.

- Bagian Utara berbatasan langsung dengan Sarawak
(Malaysia Timur) dan Kabupaten sambas.

- Bagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten
Mempawah dan Kabupaten sanggau.

- Bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Landak

dan Laut Natuna.
Tabel 1.1 batas-batas wilayah Kabupaten Bengkayang

Kabupaten/
Kota Selatan

Regency/ South
Municipality

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten bengkayang
Secara administratif Kabupaten bengkayang terdiri dari

17 (Tujuh Belas ) Kecamatan, 2 ( Dua ) Kelurahan dan
122 ( Seratus Dua puluh Dua ) desa.
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Tabel 1.2 Luas kecamatan wilayah Kabupaten Bengkayang

KABUPATEN BENGKAYANG

KECAMATAN IBUKOTA KECAMATAN LUAS
SUNGAI RAYA SUNGAI DURI 75,85
CAPKALA CAPKALA 46,35
SUNGAI RAYA KEPULAUAN SUNGAI RAYA 394,00
SAMALANTAN SAMALANTAN 420,50
MONTERADO MONTERADO 291,00,
LEMBAH BAWANG PAPAN UDUK 188,00
BENGKAYANG BENGKAYANG 167,04
TERIAK BANA 231,51
SUNGAI BETUNG SUNGAI MAJU 205,95
LEDO LEDO 481,75

SUTI SEMARANG SUTI SEMARANG 280,84
LUMAR LUMAR 275,21
SANGGAU LEDO LEMBANG 392,50
TUJUH BELAS PISAK 221,00
SELUAS SELUAS 506,50
JAGOI BABANG JAGOI 655,00,
SIDING SIDING 563,30

BENGKAYANG \ 5 396,30
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten bengkayang

Sebagai ciri umum Kabupaten Bengkayang Dilihat dari luas
masing-masing kecamatan, Jagoi babang merupakan kecamatan
yang paling luas di kabupaten bengkayang dengan cakupan wilayah
sebesar 655 Km? atau sekitar 12,14 persen dari luas kabupaten
bengkayang keseluruhan dan kecamatan dengan wilayah terpencil
adalah kecamatan Capkala dengan luas wilayah sebesar 46,35 Km?
atau hanya sekitar 0,86 persen dari total luas Kabupaten
Bengkayang.

Dilihat dari jarak tempuh terjauh dari ibukota kecamatan ke

ibukota kabupaten di kabupaten bengkayang, kecamatan siding
adalah kecamatan dengan jarak tempuh terjauh, yaitu 103,68 km di

susul kecamatan Jagoi Babang dan Sungai Raya.

Tabel 1.3 Jarak tempuh ke ibukota Kabupaten Bengkayang
menurut kecamatan

KECAMATAN TINGGI WILAYAH JARAK KE IBUKOTA KABUPATEN
SUNGAIRAYA [ 89,56
CAPKALA | = 72.32
SUNGAIRAYAKEPULAUAN [ e 72.56
SAMALANTAN [ 37.39
MONTERADO | 5318
LEMBAH BAWANG | 57.39

BENGKAYANG | 0

TERAK | o 13.76
SUNGAIBETUNG | e 14.84
IS — 31,01
SUTISEMARANG | e 67.03
LUMAR | 16.94
SANGGAULEDO | 29,60
TUJUHBELAS | 61.60
SELUAS | 76.08
JAGOI BABANG 89.96
SIDING 103,68

KABUPATEN BENGKAYANG ===

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten bengkayang
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Situasi topografi diwilayah Kabupaten Bengkayang dapat
diklasifikasikan sebagai berikut :

Ada dua kondisi alam yang membedakan wilayah Kabupaten
Bengkayang. Kondisi alam yang pertama adalah pesisir
pantai.keseluruhan wilayah pesisir ini termasuk wilayah administrasi
Kecamatan sungai Raya Dan Kecamatan Sungai Raya Kepulauan.

Kondisi alam yang kedua adalah daratan dan perbukitan yang
terdiri dari Kecamatan capkala, monterado, lembah Bawang,
bengkayang, teriak, Sungai Betung, Ledo, Sanggau Ledo, Suti
Semarang, lumar, sungai Betung, Tujuh Belas, Seluas, Jagoi
Babang Dan Siding.

(c) sungai - sungai.

Walaupun hanya Sebagian kecil wilayah Kabupaten
Bengkayang yang merupakan daerah wilayah perairan
laut,Kabupaten bengkayang juga memiliki sejumlah pulau, yaitu
sebanyak 12 pulau. Dari sejumlah pulau tersebut ada sebanyak 6
pulau masih belum berpenghuni dan 6 pulau sudah berpenghuni.
Semua pulau yang terletak di wilayah perairan laut natuna pulau
tersebar yang berpenghuni adalah pulau lemukutan dan pulau
kabung

(2) aspek demografis

Berdasarkan hasil Proyeksi Kependudukan Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang
Tahun 2019, jumlah penduduk Kabupaten Bengkayang
adalah sebesar 255.261 Jiwa tersebar di 17 Kecamatan.
Dilihat dari jenis kelaminnya, jumlah penduduk laki-laki
sebanyak 132.296 Jiwa sedangkan penduduk perempuan
sebanyak 122.965 jiwa. Berdasarkan data tersebut , dapat
di hitung rasio jenis kelamin di kabupaten Bengkyang pada
tahun 2019 adalh 108. Angka ini berarti jika ada 108
penduduk laki-laki maka ada 100 penduduk perempuan.
Jika jumlah penduduk di rinci menurut kecamatan maka
jumlah penduduk yang paling besar berada di Kecamatan
Bengkayang sedang kan jumlah penduduk yang paling
sedikit berada di kecamatan Suti semarang. Namun
demikian, ilihat dari kepadatan Penduduk nya, Kecamatan
Sungai raya memiliki tingkat kepadatan paling tinggi, yaitu
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sebesar 251 Jiwa Km? sedangkan Kecamatan sidng
memiliki kepadatan penduduk yang paling rendah, Yaitu
sebesar 11 Jiwa Km?

Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Kabupaten Bengkayang

KECAMATAN JUMLAH PERSENTASE KEPADATAN PENDUDUK PER Km?2
PENDUDUK PENDUDUK

SUNGAI RAYA 19,018 7.45 251
CAPKALA 8,794 3.45 190
SUNGAI RAYA 22,838 8.95 58
KEPULAUAN

SAMALANTAN 23,250 9.11 55
MONTERADO 27,436 10.75 94
LEMBAH BAWANG 6,612 2.59 35
BENGKAYANG 34,723 13.60 208
TERIAK 14,718 5.77 64
SUNGAI BETUNG 10,234 4.01 50
LEDO 10,254 4.02 21
SUTI SEMARANG 5,122 2.01 18
LUMAR 6,579 2.58 24
SANGGAU LEDO 12,753 5.00 32
TUJUH BELAS 12,486 4.89 56
SELUAS 23,293 9.13 46
JAGOI BABANG 10,836 4.25 17
SIDING 6,315 2.47 11
KABUPATEN 255,267 100 47
BENGKAYANG

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
bengkayang
Komposisi penduduk menurut agama diperlukan sebagai dasar
untuk merencanakan penyediaan sarana dan prasarana peribadatan.
Secara umum terdapat lima agama di kabupaten Bengkayang, yaitu
Islam, Protestan, Katholik, Hindu, Budha, dan Khonghucu. Berdasarkan
data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Bengkayang tahun 2019 penduduk Kabupaten Bengkayang berjumlah
255.261 jiwa. Mayoritas penduduk Kabupaten Bengkayang beragama
Agama Islam (100.375 jiwa) Katolik (88.010 jiwa), penganut agama
Kristen protestan (75.683 jiwa). Sedangkan, penganut Khonghucu (2.590

jiwa), Hindu (63 jiwa) dan aliran kepercayaan (321 jiwa ).
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Tabel 1.5 Jumlah pemeluk agama di kabupaten
bengkayang

(1) (2) 3) (4)
Sungai raya 14.161 623 264
Capkala 3.321 1.370 5.025

Sungai raya kepulauan ~ 20.597 413 380
Samalantan 4.094 9.875 7.442
Monterado 11.271 12.717 10.517

Lembah bawang 2.398 2.142 2.215
Bengkayang 9.361 7.317 12.502

a1
w

Teriak 681 5.860 10.956 2
Sungai betung 1.137 6.862 4.253 0
Ledo 4533 3.014 6.239 1

Suti semarang 869 3.010 2.189 0
Lumar 1.169 2.964 3.768 0
Sanggau ledo 8.703 2.918 3.763 9
Tujuh belas 9.097 2742 3.763 2
Seluas 5733 5.891 8.616 0
Jagoi Babang 3.200 2.903 2.916 0
Siding 50 5.062 3.229 0

(3) sumberdaya alam

Sektor Pertanian  Khususnya sub sector pertanian
tanaman pangan mencakup tanaman padi ( padi sawah dan
padi gunung), jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah,
kacang kedelai, dan kacang hijau penyedian su sector
tanaman ini sangat berpengaruh terhadap masyarakat
khususnya dalam hal penyediaan pangan di kabupaten
bengkayang. Dengan semakin meningkatnya produksi di sub
sector ini, diharapkan ketahanan pngan di kabupaten
bengkayang akan semakin membaik.

Di tahun 2019, jenis tanaman sayur yang paling banyak
produksinya adalah tanaman cabe yaitu sebesar 1406,3
kwintal, di susul tanaman ketimun sebesar 1284,3 kwintal
dan tanaman kacang Panjang sebesar 1030
kwintalsedangkan, tanaman buah-buahan yang paling besar
produksinya pada tahun 2019 yaitu jeruk dan. selengkapnya
dapat dilihat pada tabel berikut ini.
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Tabel 1.6 Luas panen tanaman sayuran dan buah-buahan
semusim di kabupaten bengkayang

JENIS TANAMAN 2016 2017 2018 2019
BAWANG MERAH - - 2 30
CABI 293 289
289KENTANG = =
KUBIS =
PETSAI = 20
TOMAT 46 85
BAWANG PUTIH = =
SEMANGKA - 42
TERUNG 49 102
KETIMUN 64 145
KACANG PANJANG 109 154
BUNCIS 38 76

(4)

potensi bahan tambang di Kabupaten Bengkayang cukup
menjanjikan jika dapat dimanfaatkan. Pemerintah daerah di
harapkan dapat menarik investor sehingga pertambangan
yang ada dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk
kemakmuran masyarakat bengkyang. Bahan tambang yang
sudah ada dimanfaatkan antara lain jenis kaolin, bausit,

mangan, andesite, serta emas.

ideologi

(@) masyarakat Indonesia yang berada di daerah
perbatasan masih berpedoman pada Pancasila dan
UUD 1945 sebagai falsafah dan pedoman hidup serta
Pancasila sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik
Indonesia, namun tidak menutup kemungkinan karena
situasi politik yang selalu mengalami perubahan maka
upaya-upaya kelompok tertentu secara formal dengan
cara merombak UUD 1945 ataupun menciptakan
produk hukum yang berlaku pada suatu kawasan.

(b) adanya kepemilikan indentitas ganda vyaitu Kartu
Tanda Penduduk (KTP) Indonesia dan Identity Card
(IC) Malaysia oleh masyarakat perbatasan kecamatan
jagoi babang dan Kecamatan Siding dengan alasan
mempermudah warga keluar masuk ke Malaysia di
dukung dengan ketergantungan masyarakat dibidang
ekonomi dengan Negara tetangga membuat
masyarakat lebih memilih untuk mencari nafkah /
bekerja di Malaysia kemudian mereka menetap di
Malaysia demi keamanan mereka membuat tanda

pengenal ganda KTP Indonesia dan IC Malaysia agar
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dapat terhindar dari pemeriksaan Polri dan PDRM.

(c) adanya potensi untuk memekarkan kawasan dengan
membentuk Kecamatan baru dengan alasan jauhnya
jarak tempuh ke ibu kota kabupaten.

(d) adanya potensi untuk bergabung dengan Negara
Malaysia dengan mengibarkan bendera Malaysia di
pemukiman penduduk disebabkan kondisi sarana dan
prasarana di Kecamatan perbatasan kurang mendapat
perhatian dari Pusat maupun pemerintahan daerah.

(5) politik

(a) Pilkada di beberapa wilayah Kabupaten Bengkayang,
baik pemilihan wali kota, bupati dan gubernur, pada
dasarnya merupakan agenda untuk perombakan
daerah untuk menjadi lebih baik dan beradab. Pada
kenyataannya persoalan ekologi, eksploitasi SDA, dan
deforestasi, menjadi misi utama penguasa atas nama
perbaikan dan keberlanjutan ekonomi masyarakat,
namun masih diwarnai politik dan identitas yang
sangat kental.

(b) masih adanya potensi benturan antar kelompok warga
masyarakat, antara kelompok warga masyarakat
dengan aparat dan antara kelompok warga
masyarakat dengan sektor privat karena adanya
kepentingan dan pengaruh negatif arus globalisasi yang
penuh keterbukaan, juga mempengaruhi wawasan
kebangsaan dan kesadaran bela negara.

(6) ekonomi

(@) Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bengkayang
tahun 2019 relatif lebih tinggi di bandingkan dengan
laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat. Laju
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkayang pada

tahun 2019 mencapai 5,23 persen

(b) warga negara Indonesia di beberapa wilayah
perbatasan Indonesia-Malaysia, masih
ketergantungan dengan negara Malaysia untuk

memenuhi kebutuhan sehari-hari.
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(c) sektor perdagangan kabupaten Bengkayang Pada
tahun 2019 jumlah pasar Kabupaten Bengkayang
adalah 18, wuntuk jumlah kelompok pertokoan
sebanyak 50, lalu jumlah minimarket / swalayan
sebanyak 30, kemudian jumlah toko/warung kelontong
sebanyak 3050.sehingga total sarana berdagangan

adalah 3148 yang berada di Kabupaten bengkayang

Analisis SWOT

Perumusan isu-isu strategis dilakukan sebagai upaya identifikasi
terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Polres
Bengkayang. Dalam mengidentifikasi isu strategis tersebut, terdapat
dua garis besar yang perlu mendapat perhatian, yaitu lingkungan internal
dan lingkungan eksternal. Aspek lingkungan internal mencakup kekuatan
dan kelemahan yang merupakan potensi wilayah Kabupaten Bengkayang
dan perlu penanganan. Sedangkan aspek lingkungan eksternal meliputi
peluang dan ancaman yang mempengaruhi keberhasilan Polres
Bengkayang. Dari perkembangan dan perubahan lingkungan strategis di
Kabupaten Bengkayang tersebut diatas dilakukan analisa SWOT
(Strenghts, Weaknesses, Opportunities dan Threats), yaitu:
1) Kekuatan

a) postur kekuatan Polres Bengkayang sebagai Kesatuan Induk
Penuh, Polres sebagai Kesatuan Operasional Dasar dan
Polsek sebagai simpul terdepan pelayanan Kamtibmas prima
kepada masyarakat diharapkan dapat memberikan pelayanan
kepada masyarakat dengan penggelaran kekuatan dan lapis
kemampuan Polri yang tergelar mulai tingkat Kabupaten sampai
tingkat Kecamatan dengan struktur 1 Polres, 15 Polsek (Polsek :
1 Urban, 8 Rural dan 6 Prarural);

b) kemampuan fungsi operasional dalam penanganan kejahatan
tertentu semakin meningkat dan mendapat apresiasi dari
berbagai pihak khususnya penanganan kejahatan lintas negara
(transnational crime) seperti trafficking in person, penyelundupan
kendaraan bermotor, pelanggaran lintas batas orang/barang dan
narkoba, kejahatan terhadap kekayaan negara (illegal logging,
illegal mining) dan kejahatan berimplikasi kontinjensi (kerusuhan
massa) sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat
terhadap Polri;
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dukungan sarana dan prasarana Polres Bengkayang yang
semakin meningkat setiap tahunnya khususnya pemenuhan
peralatan operasional seperti;transportasi laut (kapal dengan
berbagai tipe) dan transportasi darat (kendaraan bermotor patroli
dan kendaraan bermotor taktis), persenjataan, alat penginderaan,
teknologi informasi dan komunikasi dan materiil atau suku
cadang tergelar mulai dari Mapolres Bengkayang sampai dengan
tingkat Polsek dan mendukung sebagian besar  kegiatan
operasional Polri;

terselenggaranya rekrutmen dan assessment yang secara
transparan;

adanya peningkatan tunjangan  kinerja/remunerasi dan
tunjanganperbatasan kepada personel Polri telah memberikan
dorongan, semangat untuk terus melakukan pembenahan,
perbaikan dan peningkatan kinerja.

Kelemahan

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)
h)

sistem perencanaan dan penganggaran Polres Bengkayang
masih belum sinkron, sehingga rawan duplikasi dan revisi secara
berulang;

jumlah personel Polri maupun PNS di lingkungan Polres dan
jajaran masih kurang;

Peraturan Kepolisian Nomor 14 Tahun 2018 tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah belum diikuti
dengan Peraturan Kepolisian Tingkat Polres dan Polsek;

belum adanya database sarana dan prasarana yang terintegrasi
dengan dengan sarana dan prasarana di kesatuan kewilayahan;

panjang kawasan perbatasan Kabupaten Bengakayang yang
luas terdapat 1 pos perbatasan yang terletak di Kecamatan jagoi

babang;

Kabupaten Bengkayang terdiri dari 17  (tujuh  belas)
kecamatan, 2 (dua) Kelurahan dan 122 (Seratus dua puluh dua)
desa. Dari jumlah kecamatan tersebut terdapat 1 Kecamatan
yang belum mempunyai Polsek yaitu Polsek Lumar;

perencanaan belum sinkron dengan penganggaran yang
berdampak pada revisi secara berulang;

anggaran Polres Bengkayang dari Polda Kalbar belum
dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan anggaran prioritas
Polres Bengkayang apalagi untuk pemenuhan anggaran ideal
Polres Bengkayang sehingga alokasi anggaran lebih
diprioritaskan untuk belanja pegawai serta mendukung belanja
barang guna kegiatan operasional kepolisian, sedangkan untuk
pemenuhan belanja modal masih kurang sehingga belum dapat
sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengadaan fasilitas dan
materil yang dibutuhkan dalam pelayanan prima;

masih terbatasnya penyidik Polres Bengkayang yang berlatar
belakang pendidikan S-1 atau yang setara, berdampak kepada
kurangnya kualitas dan kemampuan dalam menghadapi
kejahatan seperti cyber crime, money laundering, terorisme,
perdagangan gelap dan penyalahgunaan Narkoba.
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Peluang

a)

b)

c)

d)

f)

9)

h)

perubahan tatanan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan
budaya semakin meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
proses pengambilan keputusan dan kebijakan pembangunan;
adanya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);

kebijakan Pemerintah Pusat yang memprioritaskan
pembangunan di wilayah perbatasan sedang berjalan;

adanya dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten
Bengkayang kepada Polres Bengkayang dalam  rangka
memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada
masyarakat Kabupaten Bengkayang;

adanya kepercayaan masyarakat terhadap Polres Bengkayang
dalam bentuk partisipasi aktif berupa saran dan masukan
serta informasi gangguan Kamtibmas melalui layanan pesan
singkat maupun secara langsung melalui nomor handphone para
pejabat utama Polres Bengkayang dan para Kasatwil

makin aktifnya kontrol eksternal dari DPR RI, DPRD, BPK,
Komnas HAM dan LSM yang merupakan bentuk kepedulian
masyarakat terhadap Kinerja Polri dan sebagai evaluasi terhadap
pelaksanaan tugas Polri dilapangan;

pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Polri di Polres
Bengkayang yang secara terus menerus berlanjut merupakan
upaya percepatan pencegahan korupsi melalui program
pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBK), hal ini memberikan peluang bagi Polri untuk dapat
melanjutkan Reformasi Birokrasi Polri yang mencakup aspek
Struktural, Instrumental dan khususnya aspek Kultural.

rencana pemindahan ibukota negara maka Polres Bengkayang
harus mempunyai konsep dan mampu memberi masukan terkait
sistem keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu-lintas.

Ancaman

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

penyebaran paham radikalisme dan intoleransi yang semakin
menganggu stabilitas dan keamanan nasional, khususnya di
Kabupaten Bengkayang.

hegemoni demokrasi telah menimbulkan potensi konflik pada
masyarakat.

proses globalisasi dan kemajuan IPTEK juga menghadirkan
berbagai ancaman dari segi ideologi, politik, ekonomi dan sosial
budaya yang perlu diantisipasi.

masyarakat berharap Polri menjaga Indonesia tetap kompetitif
dan aman di mata internasional sehingga investasi dan ekonomi
dapat bertumbuh sesuai harapan.

peredaran Narkoba, kejahatan korupsi dan terorisme semakin
marak dan telah pada taraf yang meresahkan masyarakat.
percepatan teknologi digital yang sangat cepat menuntut Polri

untuk mampu menjaga keamanan dari sisi siber.

media sosial pun sering digunakan untuk menyebarkan hoax dan
kebencian yang menganggu stabilitas dan keamanan di
Kabupaten Bengkayang.

semakin  bertambah kejahatan berdimensi baru yang
membutuhkan pengetahuan dan penanganan yang berbeda.
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1)  banyak kejahatan yang terjadi pada perempuan dan anak yang
belum tertangani dan perlu penanganan khusus.

)] penyelundupan, pencurian terhadap sumber daya alam dan
perusakan lingkungan hidup masih sering terjadi dan dapat
merusak ketahanan dan keamanan pangan.

K) potensi bencana alam di Kabupaten Bengkayang masih tinggi
dan membutuhkan kesiapsiagaan Polri di dalamnya saat terjadi
bencana.

)] masih tingginya pelanggaran lalu lintas dan angka kecelakaan

lalu lintas di daerah hukum Polres Bengkayang.

m) masyarakat dan stakeholders masih belum merasakan bahwa
Kamtibmas dan penegakan hukum adalah tanggung jawab
bersama antara masyarakat dan Polri.

n) tuntutan masyarakat akan rasa keadilan semakin tinggi dan
harapan untuk restorasi keadilan bila tidak terpenuhi dapat
menjauhkan masyarakat dari Polri.

0) wawasan keamanan sebagai ketahanan nasional di bidang
keamanan masih kurang dipahami sehingga upaya antisipatif
maupun sinergi dari berbagai sektor masih kurang.

p) pulau-pulau terluar dan berpenghuni serta wilayah perbatasan
perlu mendapatkan pengamanan khusus dari Polri.

g) masih terdapat konflik sosial yang pecah namun tidak terdeteksi
secara komperhensif oleh fungsi intelijen.

r)  penanggulangan Karhutla belum berjalan secara proakiif,
himbauan dan sosialisasi yang belum massif, penegakan hukum

yang belum memberikan efek jera.

s) adanya kebijakan Kapolri tentang kompetisi antar satker antar
Polres dan antar Polda dalam memperoleh Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion, sehingga
memudahkan pimpinan Polri memberikan reward kepada
Kapolda, Kapolres, Kasatker untuk reward sekolah, jabatan dan
pangkat.

Permasalahan

1) kualitas pelayanan publik di Polres Bengkayang masih perlu
ditingkatkan untuk menghindari terjadinya punggutan liar melalui
sistem pelaporan dan pelayanan publik yang berbasis teknologi yang
modern dan terintegrasi dengan instansi terkait.

2) indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Polres Bengkayang
masih rendah.

3) belum adanya sistem pengamanan dan pengawasan di kawasan
perbatasan berdampak meningkatnya kejahatan transnasional.

4) kurangnya akses pemerintah baik pusat maupun daerah ke kawasan
perbatasan Kabupaten Bengkayang dapat menyebabkan masuknya
pemahaman ideologi lain seperti paham komunis dan liberal kapitalis,
yang mengancam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara dari rakyat Indonesia khususnya masyarakat perbatasan
Indonesia-Malaysia.

5) isu terorisme, radikalisme dan penistaan yang dikaitkan dengan
agama tertentu, perlu penanganan secara cepat dan tepat.

6) penegakan hukum dan pemetaan kejahatan siber berupa penipuan
online, pornografi anak dan pencurian data melalui akses llegal perlu
ditingkatkan Polres Bengkayang, mengingat semakin maraknya kasus
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kejahatan siber yang menjadi perhatian publik perlu untuk ditangani
Polres Bengkayang secara profesional, serta Polres Bengkayang perlu
untuk mendorong terciptanya bentuk-bentuk produksi konten kreatif,
narasi perdamaian dan merawat ke-bhinekaan di media sosial.

7) kesejahteraan aparatur Polres Bengkayang dan pelayanan kepolisian
lainnya di wilayah perbatasan NKRI di Lokasi Prioritas (Lokpri) masih
sangat terbatas sehingga memerlukan kajian dan usulan untuk
peningkatan tunjangan kinerja, pemenuhan rumah dinas, pelayanan
kesehatan dan keselamatan kerja secara bertahap.

8) belum adanya Polsek/Polsubsektor pada 2 kecamatan yaitu
Kecamatan Lembah Bawang dan Kecamatan tujuh Belas di daerah
hukum Polres Bengkayang, diperlukan upaya yang
bersinambungan dari para Kasatker dan fungsi perencanaan.

9) kualitas pelaksanaan belanja komponen dengan pendekatan money
follow program serta diintegrasikan pembiayaannya yang berasal dari
RM, PNBP, BLU dan Hibah belum sempurna.

10) di nilai kondusif nya suhu politik pada pelaksanaan dan pasca
Pilkada serentak tahun 2020 di 17 Kecamatan

11) peningkatan keamanan dalam negeri melalui pengelolaan ketertiban
masyarakat dan penanggulangan 4 (empat) jenis kejahatan masih
perlu ditingkatkan. Berbagai kejahatan transnasional seperti:
penyelundupan, Narkoba, pencucian uang, siber, transaksi elektronik,
tindak pidana perairan dan sebagainya masih menjadi gangguan
nyata terhadap keamanan dalam negeri;

12) upaya pemberantasan terorisme, walaupun telah mencapai banyak
kemajuan tetapi penanganannya tetap memerlukan perhatian yang
serius karena paham-paham radikalisme dan intoleransi yang
menyasar terhadap anak dan wanita. Diperkirakan bahwa kelompok
teroris dengan jaringan internasional menjadikan iklim kemiskinan dan
ketidakadilan sebagai tempat mengeksploitasi guna kepentingan
kelompoknya,;

13) masalah kerja sama antarnegara di bidang keamanan juga perlu
memperoleh perhatian yang lebih meningkat karena perilaku pelaku
kriminal tertentu masih menggunakan wilayah negara tertentu sebagai
destinasi perlindungan;

14) kinerja organisasi Polri dalam memberikan pelayanan Kamtibmas
prima di era demokratisasi dan keterbukaan informasi publik perlu
ditingkatkan dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat
terhadap Polri. Oleh karena itu peraturan perundangan yang
mendukung pelaksanaan Tupoksi Polri harus terus dilakukan
penyempurnaan. Di sisi lain dalam rangka peningkatan kinerja
organisasi, perubahan mind set dan cultur set di lingkungan Polri terus
dilakukan serta konsep kesejahteraan personel Polri menuju kinerja
organisasi Polri lebih baik harus terus diperbarui;

15) untuk memenuhi program satu desa satu polisi (Bhabinkamtibmas)
belum dapat terealisasi disebabkan jumlah anggota Polri yang susut
tidak sebanding dengan rekrutmen Polri setiap tahunnya;

16) jumlah Polwan belum sebanding dengan jumlah Polsek dalam rangka
merealisasikan kebijakan 2 (dua) Polwan satu Polsek, sehingga
penanganan kasus-kasus perempuan dan anak belum maksimal;

17) pengelolaan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar berpenghuni,

kejahatan terhadap kekayaan negara di wilayah perbatasan, dan
banyaknya pintu masuk melalui wilayah perbatasan sehingga perlu
pengelolaan;

18) pelayanan publik kepolisian yang prima yang didukung peralatan Polri
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berbasis teknologi sampai komunitas terkecil di kewilayahan belum
maksimal tergelar dan belum dapat diberdayakan secara efektif;
19) kerja sama antara Polri dengan Kementerian/Lembaga baik dalam

maupun luar negeri dalam bentuk Sinergi Polisional (Spindep) masih
belum optimal disebabkan kerja sama selama ini berjalan secara
parsial (fungsi masing-masing) dan belum ada penanggung jawab;

20) susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) masih ada yang belum
efektif apabila disandingkan dengan Analisa Beban Kerja (ABK),
HTCK, serta struktur program dan anggaran yang ada sekarang ini
belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;

21) eskalasi keamanan dalam negeri menjelang Pemilu tahun 2024 yang
diakibatkan dinamika polittk memerlukan perhatian khusus Polri
terhadap penggunaan media sosial dan kejahatan siber dalam
menjaga Kamdagri guna terselenggaranya Pemilu yang aman dan
kondusif.
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BAB I
PENJABARAN VISI, MISI POLRI SERTA
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Guna menjawab berbagai tantangan dengan memperhatikan lingkungan strategis dan
analisis SWOT sebagaimana disebutkan di atas, Polres Bengkayang menetapkan dan
menjalankan Visi, Misi dan Tujuan sebagai suatu institusi dan kelembagaan yang
mandiri, berwawasan global, berorientasi nasional dan bertindak lokal, penuh dengan
koordinasi dan meningkatkan sinergisitas dalam memberikan dan melaksanakan
pencegahan kejahatan dan penegakan hukum kepada masyarakat.

Dengan visi, misi dan tujuan yang diarahkan untuk bersinergi maka akan
membangkitkan dan mendorong seluruh insan Kepolisian Indonesia menjadi semakin
cerdas, berbudaya dan diimbangi dengan akhlak dan moral yang tinggi serta mampu
meningkatkan daya kreativitas dan penuh inovatif dalam menghadapi tantangan tugas
dan kehidupan masyarakat ke depan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjabarkan Visi dan Misi Presiden
dan Wakil Presiden Republik Indonesia berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 6 ayat (1);

2.  Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan;

3. Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor:
B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang
Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra
Kementerian/Lembaga 2020-2024.

Penjabaran Visi dan Misi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai
berikut:

1. Visi Polda:

Visi Polda Kalbar mengacu pada visi Polri yang menetapkan visi organisasi
sampai dengan tahun 2024, yaitu:

“Terwujudnya Kalimantan Barat yang Aman dan Tertib”

Visi tersebut mengandung beberapa makna, yakni:

a. Kalimantan Barat menjadi provinsi yang aman, bebas dari segala bentuk

ancaman.

b. Kalimantan Barat menjadi provinsi yang tertib
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Visi Polres:
Visi Polres Bengkayang mengacu pada visi Polda Kalbar yang
menetapkan visi organisasi sampai dengan tahun 2024, yaitu:
“Terwujudnya Bengkayang yang Aman dan Tertib”
Visi tersebut mengandung beberapa makna, yakni:
a. Bengkayang menjadi kabupaten yang aman, bebas dari segala bentuk
ancaman.

b. Bengkayang menjadi kabupaten yang tertib.

Misi Polda :

Mengacu pada misi Polri, maka misi Polda Kalbar sampai dengan tahun

2024, yaitu: “Melindungi, Melayani, dan Mengayomi Masyarakat”.

Makna : Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam memberikan
perlindungan dan rasa aman kepada seluruh warga masyarakat
Kalimantan Barat serta mendorong kemajuan budaya yang
mencerminkan kepribadian bangsa; serta menegakkan sistem
hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dan

menjamin tercapainya lingkungan hidup berkelanjutan.

Misi Polres:

Mengacu pada misi Polda Kalbar, @ maka misi Polres Bengkayang sampai

dengan tahun 2024, vyaitu: “Melindungi, Melayani, dan Mengayomi

Masyarakat”.

Makna : Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam memberikan
perlindungan dan rasa aman kepada seluruh warga masyarakat
Bengkayang serta mendorong kemajuan budaya yang mencerminkan
kepribadian bangsa; serta menegakkan sistem hukum yang bebas
korupsi, bermartabat dan terpercaya dan menjamin tercapainya
lingkungan hidup berkelanjutan.

Tujuan Polda:

Berdasarkan visi dan misi Polri, maka tujuan Polda Kalbar adalah

sebagai berikut:

a. menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di

seluruh wilayah provinsi Kalimantan Barat;

b menegakkan hukum berkeadilan;

C mewujudkan Polda Kalbar yang profesional;

d. modernisasi pelayanan Polda Kalbar;

e

menerapkan manajemen Polda Kalbar yang terintegrasi dan terpercaya.
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Tujuan Polres :

Berdasarkan visi dan misi Polda Kalbar, maka tujuan Polres Bengkayang

adalah sebagai berikut:

a.

®© 2o o

menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di

seluruh wilayah Kabupaten Bengkayang;

menegakkan hukum berkeadilan;

mewujudkan Polres Bengkayang yang profesional;

modernisasi pelayanan Polres Bengkayang;

menerapkan manajemen Polres Bengkayang yang terintegrasi dan

terpercaya.

Sasaran Strategis Polda Kalbar :

Mengacu kepada Sasaran Impact (SI) yaitu "Keamanan dan Ketertiban

Masyarakat”’, maka sasaran strategis Polda Kalbar 2020-2024 yaitu:

a.

b
c.
d.
e

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
penegakan hukum secara berkeadilan;

profesionalisme SDM,;

modernisasi teknologi;

sistem pengawasan yang akuntabel guna mendukung tata

kelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan melayani.

Keterkaitan Sasaran Impact “Keamanan dan Ketertiban Masyarakat”, Tujuan, dan

Sasaran Strategis.

TUJUAN

1. Menjamin terpeliharanya
keamanan masyarakat di
seluruh wilayah Kalimantan
Barat

2. Menegakkan hukum secara
berkeadilan

3. Mewujudkan  Polri  yang

profesional
4. Modernisasi pelayanan Polri
5. Menerapkan manajemen
Polri yang terintegrasi dan
terpercaya.

SASARAN STRATEGIS

Pemeliharaan keamanan dan

ketertiban masyarakat
Kalimantan Barat
Penegakan  hukum

secara berkeadilan

Profesionalisme SDM

Modernisasi teknologi

Sistem pengawasan yang
akuntabel guna mendukung
tatakelola pemerintahan yang
bersih terbuka dan melayani
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8. Sasaran Strategis Polres:

TUJUAN
Menjamin terpeliharanya

keamanan masyarakat di
seluruh wilayah Bengkayang

Menegakkan hukum secara
berkeadilan

Mewujudkan  Polri  yang
profesional

Modernisasi pelayanan Polri

Menerapkan manajemen
Polri yang terintegrasi dan
terpercaya.

SASARAN STRATEGIS

Pemeliharaan keamanan dan

ketertiban masyarakat
Bengkayang

Penegakan  hukum  secara
berkeadilan

Profesionalisme SDM

Modernisasi teknologi

Sistem pengawasan yang
akuntabel guna mendukung
tatakelola pemerintahan yang

bersih terbuka dan melayani

9. Penahapan Kebijakan Polda

a. Tahun 2020
Melanjutkan pelayanan publik Polda Kalbar yang prima dan melalui
peningkatan sumber daya manusia untuk pertumbuhan yang berkualitas
dengan didukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna
mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri maju, adil dan makmur
melalui percepatan pembangunan;

b. Tahun 2021
Meningkatkan kualitas pelayanan publik Polda Kalbar yang terintegrasi
dengan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur yang berbasis
Tl digital dengan dukungan Almatsus Polri yang modern;

c. Tahun 2022
Memantapkan pelayanan publik Polda Kalbar yang berkualitas global
dengan percepatan kapasitas akuntabilitas kinerja birokrasi yang didukung
dengan budaya kerja yang professional dan sumber daya aparatur yang
kompeten, berintegritas dan sejahtera;

d. Tahun 2023
Memantapkan kualitas pelayanan publik Polda Kalbar yang berorientasi
kepada kepercayaan masyarakat, membuka partisipasi sosial, sinergitas
antarlembaga dalam rangka menyegarkan birokrasi dan memantapkan

legitimasi bagi pemerintah;
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e. Tahun 2024
Melanjutkan memantapkan pelayanan publik Polda Kalbar yang profesional,
responsif dan terpadu sampai tingkat layanan kepolisian terjauh dengan
membuka akses seluas-luasnya kepada kelompok yang terpinggirkan
dengan didukung inovasi layanan yang produktif dan kecukupan
kesejahteraan personel Polda Kalbar.

10. Pentahapan Kebijakan Polres Bengkayang

a. Tahun 2020
Melanjutkan pelayanan publik Polres Bengkayang yang prima dan melalui
peningkatan sumber daya manusia untuk pertumbuhan yang berkualitas
dengan didukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna
mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri maju, adil dan
makmur melalui percepatan pembangunan;

b. Tahun 2021
Meningkatkan kualitas pelayanan publik Polres Bengkayang yang
terintegrasi dengan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur
yang berbasis Tl digital dengan dukungan Almatsus Polri yang modern;

c. Tahun 2022
Memantapkan pelayanan publik Polres Bengkayang yang berkualitas
global dengan percepatan kapasitas akuntabilitas kinerja birokrasi yang
didukung dengan budaya kerja yang professional dan sumber daya
aparatur yang kompeten, berintegritas dan sejahtera;

d. Tahun 2023
Memantapkan kualitas pelayanan publik Polres Bengkayang yang
berorientasi kepada kepercayaan masyarakat, membuka partisipasi sosial,
sinergitas antarlembaga dalam rangka menyegarkan birokrasi dan
memantapkan legitimasi bagi pemerintah;

e. Tahun 2024
Melanjutkan memantapkan pelayanan publik Polres Bengkayang yang
profesional, responsif dan terpadu sampai tingkat layanan kepolisian terjauh
dengan membuka akses seluas-luasnya kepada kelompok yang
terpinggirkan dengan didukung inovasi layanan yang produktif dan

kecukupan kesejahteraan personel Polres Bengkayang.
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BAB Il

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI POLRI, KERANGKA REGULASI
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

1. Arah Kebijakan dan Strategi Polda
a. Sasaran strategis “Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban
Masyarakat” dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:
1) peningkatan kehadiran Polri pada 11 Lokasi prioritas dan 4 PLBN
(Pos Lintas Batas Negara;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi
pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu:
a) meningkatkan infrastruktur, SDM, dan pelayanan operasional
Polri pada wilayah Lokasi prioritas dan PLBN (Pos Lintas Batas
Negara).
b) meningkatkan pelacakan dan penangkalan terhadap keluar
masuknya orang dan barang di wilayah PLBN (darat dan laut).

2) pencegahan dan penanggulangan terorisme, aksi radikal, konflik
sosial dan gangguan kamtibmas lainnya;

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi

pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu:

a) memetakan potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial, dan
gangguan kamtibmas lainnya.

b) melakukan Lidik pamgal dan binluh terfokus kepada potensi
terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan kamtibmas
lainnya.

c) meningkatkan efektivitas penanggulangan terorisme, aksi
radikal, konflik sosial dan gangguan kamtibmas lainnya.

d) memperkuat sistem  managemen pengamanan obvitnas dan
obvit lainnya.

e) Polsek sebagai lini terdepan Harkamtibmas.

3) peningkatan Pelaksanaan Operasi Kepolisian;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi
pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu:
a) menyiapkan Kkegiatan operasi, meningkatkan kemampuan
personel operasi dan melaksanakan supervisi operasi;
b) menyiapkan kegiatan operasi sebelum, saat dan pasca
pemindahan Ibu Kota Negara;
4) peningkatan keamanan Laut;

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi

pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu:

a) meningkatkan patroli perairan dan udara dalam mendeteksi dan
mengungkap kejahatan di laut;

b) ~memberdayakan masyarakat pesisir dalam pengamanan laut.

5) peningkatan disiplin berlalu lintas melalui kegiatan Kamseltibcarlantas;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi
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pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu:

a) meningkatkan kesadaran, keselamatan, ketertiban, kelancaran
dan disiplin dalam berlalu lintas di jalan raya;

b) peningkatan kualitas Penerangan dan Pendidikan tertib lalu

lintas;

c) mengintegrasikan sistem komunikasi dan koordinasi
penanganan permasalahan lalu lintas dari tingkat Polsek sampai
tingkat Polda.

6) peningkatan desa/kelurahan sadar Kamtibmas.

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi

pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu:

a) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat;

b) menggerakkan stakeholder terkait, tokoh agama dan tokoh
masyarakat dalam mewujudkan desa/kelurahan sadar Kamtibmas;

c) partnership potensi masyarakat sadar Kamtibmas dalam cegah
tangkal Kamtibmas dan penegakan hukum terbatas.

7) melaksanakan “Efektifitas Operasional” kegiatan operasional Polri;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi
pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu:

a) peningkatan keberhasilan pelaksanaan kegiatan operasional
Polri dengan langkah-langkah sebagai berikut:
(1) meningkatkan kapasitas dan kapabilitas;
(2) mengembangkan manajemen operasi kepolisian
(perencanan, pelaksanaan dan pengawasan);

b) peningkatan kepercayaan publik melalui manajemen media
dengan langkah-langkah sebagai berikut :
(1) mengelola media konvensional dan media digital secara
efektif dalam membangun kepercayaan publik;
(2) menetralisir berita negatif (hoax) yang dapat mengganggu

Kamtibmas;

c) penguatan sistem informasi Polri berbasis “Big Data Polri’
dengan langkah-langkah sebagai berikut:
(1) melakukan pemutakhiran data kepolisian secara akurat dan
tepat waktu;
(2) mengintegrasikan sistem informasi kepolisian dari tingkat

Polsek sampai tingkat Mabes Palri;

(3) meningkatkan kualitas dan pemanfaatan hasil Litbang Polri.

b. Sasaran strategis “Penegakan Hukum secara Berkeadilan” dicapai
dengan arah kebijakan, sebagai berikut:
1) peningkatan pengungkapan 4 (empat) jenis kejahatan dan terorisme
yang menjadi atensi publik;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi
Polda Kalbar yang akan dilakukan yaitu:

a) meningkatkan kapabilitas penyidik dan penguatan kelembagaan
penegakan hukum;

b) melaksanakan sertifikasi bagi penyidik siber Polri guna
mendukung Penguatan Pengamanan Infrastruktur Siber;
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c) meningkatkan kerja sama internasional dibidang penyelidikan
dan penyidikan;

d) mempercepat pengungkapan kasus dan penyelesaian perkara
tindak pidana 4 (empat) jenis kejahatan dan terorisme yang menjadi
atensi publik serta penanganan dan penegakan hukum kasus-kasus
keamanan negara (terkait kejahatan terhadap ideologi negara),
lingkungan hidup (termasuk Karhutla), terorisme, korupsi, Narkoba
termasuk Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan siber.

e) serta penanganan dan penegakan hukum  kasus-kasus
keamanan negara (terkait kejahatan terhadap ideologi negara),
lingkungan hidup (termasuk Karhutla), terorisme, korupsi, Narkoba
termasuk Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan siber.

f)  peningkatan kemampuan pemeriksa forensik (Labfor dan Inafis)
dalam pengolahan tempat kejadian perkara (Crime Scene
Investigation).

2) peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal,
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi

Polda Kalbar yang akan dilakukan yaitu:

a) mengintegrasikan sistem data dan informasi kriminal antar satker
Polda dan jajaran dan aparat penegak hukum;

b) standardisasi data kriminal,

c) mengembangkan sistem informasi kriminal yang terintegrasi.

3) pemetaan tindak kejahatan yang melibatkan perempuan dan anak.
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi
pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu:

a) memperkuat kapabilitas dan kompetensi penyidik/penyidik
pembantu dalam perlindungan perempuan dan anak;
b) melanjutkan pembangunan ruang pelayanan khusus perempuan

dan anak.

c) melaksanakan penindakan T.P Perdagangan Orang (TPPO) dan
menerapkan pendekatan “keadilan restoratif* terhadap kejahatan
perempuan dan anak serta kaum disabilitas.

c. Sasaran strategis “Profesionalisme SDM” dicapai dengan arah kebijakan,
sebagai berikut:
1) peningkatan kualitas SDM Polda Kalbar

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi

pembangunan Polda Kalbar yang akan dilakukan yaitu:

a) melakukan reformasi pengelolaan SDM secara profesional;

b) meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan Polri yang siap
kerja dan berorientasi pada kualitas pelayanan publik serta
kepuasan masyarakat;

c) melakukan sertifikasi bagi para tenaga pendidik, penyidik Polri
dan penguatan kapasitas SDM Keamanan Siber;

d) meningkatkan kesejahteraan SDM.

2) pemindahan personel Polri ke Ibu Kota Negara Baru.
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi
pembangunan Polda Kalbar yang akan dilakukan yaitu:
melakukan pendataan personel Polda Kalbar guna mengantisipasi
permintaan Mabes Polri yang akan pindah ke Ibu Kota Negara Baru.
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d. Sasaran strategis “Modernisasi Teknologi” dicapai dengan arah
kebijakan, sebagai berikut :

1)

modernisasi Sarana dan Prasarana Polda Kalbar.

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi
pembangunan Polda Kalbar yang akan dilakukan yaitu:

a) memetakan prioritas dan kebutuhan sarana prasarana 2020-

2024,

b) modernisasi Sarana dan Prasarana operasional guna
mendukung pelayanan Polda Kalbar;

c) modernisasi kapal kelas B-3 ke tipe 6 dengan ukuran panjang 6-
28 M dan Unmanned Aerial Vehicle (UAV)-Drone.

d) membangun Big Data/Single Data Entry Polda Kalbar;

e) membangun rumah dinas/flat dan Rusun bagi personel Polda
Kalbar.

e. Sasaran strategis “Sistem pengawasan yang Akuntabel, Bersih,
Terbuka dan Melayani” dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

melaksanakan “Layanan Publik Polri yang Prima”:

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi

pembangunan Polda Kalbar yang akan dilakukan yaitu: peningkatan

pelayanan prima dan kedekatan dengan masyarakat dengan langkah-

langkah sebagai berikut:

a) meningkatkan inovasi pelayanan publik;

b) meningkatkan pelayanan data dan informasi kriminal melalui
akses yang mudabh;

c) meningkatkan pendekatan personal dan keterlibatan Polri dalam
berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.

reformasi Kelembagaan dan Birokrasi Polri;

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi

pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu:

a) meningkatkan reformasi kelembagaan dan birokrasi Polri yang
andal; (Janji Presiden)

b) membangun sistem penerapan nilai-nilai dan kode etik Polri;

c) meningkatkan manajemen kinerja Polri dari tingkat Polda sampai
dengan Polsek;

melaksanakan “Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran” dicapai

dengan arah kebijakan, sebagai berikut:

a) penguatan akuntabilitas kinerja Polda Kalbar.
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka
strategi pembangunan Polda Kalbar yang akan dilakukan yaitu:
(1) meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan

penganggaran Polda Kalbar;

(2) menyusun, menyiapkan, melaksanakan penelitian dan reviu

anggaran Polda Kalbar.
b) meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Polda

Kalbar.

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka

strategi pembangunan Polda Kalbar yang akan dilakukan adalah:

(1) menyusun dan menyiapkan dokumen perencanaan Polda
Kalbar,;

(2) menyusun LKIP Polda Kalbar.

Melaksanakan “Regulasi dan Sistem Pengawasan yang Efektif”

dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:
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a) penguatan regulasi Polri

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka
strategi pembangunan Polda Kalbar yang akan dilakukan yaitu:
(1) memperkuat kerangka regulasi Polda Kalbar;
(2) memperkuat dukungan dalam memastikan terlaksananya
fungsi hukum secara efektif.
b) Penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya
dengan langkah-langkah sebagai berikut:

(1) penerapan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara
online guna mempercepat penyelesaian pengaduan
masyarakat;

(2) Mengoptimalkan peran pengawasan melekat atasan
penyidik dan Wassidik guna mengontrol proses penyidikan.

(3) mengefektifkan kegiatan Saber Pungli di area pelayanan
publik.

2. Arah Kebijakan dan Strategi Polres
a. Sasaran strategis “Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban
Masyarakat” dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:
1) peningkatan kehadiran Polri pada 2 Lokasi prioritas dan 1 PLBN
(Pos Lintas Batas Negara);
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi
pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu:

a) meningkatkan infrastruktur, SDM, dan pelayanan operasional
Polri pada wilayah Lokasi prioritas dan PLBN (Pos Lintas Batas
Negara).
b) meningkatkan pelacakan dan penangkalan terhadap keluar
masuknya orang dan barang di wilayah PLBN (darat dan laut).
2) pencegahan dan penanggulangan terorisme, aksi radikal, konflik

sosial dan gangguan kamtibmas lainnya;

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi

pembangunan Polres Bengkayang yang akan dilakukan yaitu:

a) memetakan potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial, dan
gangguan kamtibmas lainnya.

b) melakukan Lidik pamgal dan binluh terfokus kepada potensi
terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan kamtibmas
lainnya.

c) meningkatkan efektivitas penanggulangan terorisme, aksi
radikal, konflik sosial dan gangguan kamtibmas lainnya.

d) memperkuat sistem managemen pengamanan obvitnas dan
obvit lainnya.

e) Polsek sebagai lini terdepan Harkamtibmas.

3) peningkatan Pelaksanaan Operasi Kepolisian;
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untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi

pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu:

a) menyiapkan kegiatan operasi, meningkatkan kemampuan
personel operasi dan melaksanakan supervisi operasi;

b) menyiapkan kegiatan operasi sebelum, saat dan pasca
pemindahan Ibu Kota Negara;

peningkatan keamanan Laut;

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strateqgi

pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu:

a) meningkatkan patroli perairan dalam mendeteksi dan mengungkap
kejahatan di laut;

b) memberdayakan masyarakat pesisir dalam pengamanan laut.

peningkatan disiplin berlalu lintas melalui kegiatan Kamseltibcarlantas;

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi
pembangunan Polres Bengkayang yang akan dilakukan yaitu:

a) meningkatkan kesadaran, keselamatan, ketertiban, kelancaran
dan disiplin dalam berlalu lintas di jalan raya;

b) peningkatan kualitas Penerangan dan Pendidikan tertib lalu
lintas;

c) mengintegrasikan sistem komunikasi dan koordinasi
penanganan permasalahan lalu lintas dari tingkat Polsek sampai
tingkat Polres.

peningkatan desa/kelurahan sadar Kamtibmas.

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi

pembangunan Polres Bengkayang yang akan dilakukan yaitu:

a) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat;

b) menggerakkan stakeholder terkait, tokoh agama dan tokoh
masyarakat dalam mewujudkan desa/kelurahan sadar Kamtibmas;

c) partnership potensi masyarakat sadar Kamtibmas dalam cegah
tangkal Kamtibmas dan penegakan hukum terbatas.

melaksanakan “Efektifitas Operasional” kegiatan operasional Polri;

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi

pembangunan Polres Bengkayang yang akan dilakukan yaitu:

a) peningkatan keberhasilan pelaksanaan kegiatan operasional
Polres Bengkayang dengan langkah-langkah sebagai berikut:

(1) meningkatkan kapasitas dan kapabilitas;
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(2) mengembangkan manajemen operasi kepolisian
(perencanan, pelaksanaan dan pengawasan);

peningkatan kepercayaan publik melalui manajemen media

dengan langkah-langkah sebagai berikut :

(1) mengelola media konvensional dan media digital secara
efektif dalam membangun kepercayaan publik;

(2) menetralisir berita negatif (hoax) yang dapat mengganggu
Kamtibmas;

penguatan sistem informasi Polres Bengkayang berbasis “Big

Data Polri” dengan langkah-langkah sebagai berikut:

(1) melakukan pemutakhiran data kepolisian secara akurat dan
tepat waktu;

(2) mengintegrasikan sistem informasi kepolisian dari tingkat
Polsek sampai tingkat Polres;

(3) meningkatkan kualitas dan pemanfaatan hasil Litbang Polri.

b. Sasaran strategis “Penegakan Hukum secara Berkeadilan” dicapai

dengan arah kebijakan, sebagai berikut:

1)

peningkatan pengungkapan 4 (empat) jenis kejahatan dan terorisme

yang menjadi atensi publik;

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi

Polres Bengkayang yang akan dilakukan yaitu:

a)

b)

d)

meningkatkan kapabilitas penyidik dan penguatan kelembagaan
penegakan hukum;

melaksanakan sertifikasi bagi penyidik siber Polres
Bengkayang guna mendukung Penguatan Pengamanan

Infrastruktur Siber:;

meningkatkan kerja sama internasional dibidang penyelidikan
dan penyidikan;

mempercepat pengungkapan kasus dan penyelesaian perkara
tindak pidana 4 (empat) jenis kejahatan dan terorisme yang menjadi
atensi publik serta penanganan dan penegakan hukum kasus-kasus
keamanan negara (terkait kejahatan terhadap ideologi negara),
lingkungan hidup (termasuk Karhutla), terorisme, korupsi, Narkoba
termasuk Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan siber.

serta penanganan dan penegakan hukum  kasus-kasus

keamanan negara (terkait kejahatan terhadap ideologi negara),
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lingkungan hidup (termasuk Karhutla), terorisme, korupsi, Narkoba
termasuk Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan siber.

2) peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal,
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi
Polres Bengkayang yang akan dilakukan yaitu:

a) mengintegrasikan sistem data dan informasi kriminal antar satker
Polres dan jajaran dan aparat penegak hukum;

b) standardisasi data kriminal,

Cc) mengembangkan sistem informasi kriminal yang terintegrasi.

3) pemetaan tindak kejahatan yang melibatkan perempuan dan anak.
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi
pembangunan Polres Bengkayang yang akan dilakukan yaitu:

a) memperkuat kapabilitas dan kompetensi penyidik/penyidik
pembantu dalam perlindungan perempuan dan anak;

b) melanjutkan pembangunan ruang pelayanan khusus perempuan
dan anak.

c) melaksanakan penindakan T.P Perdagangan Orang (TPPO) dan
menerapkan pendekatan “keadilan restoratif* terhadap kejahatan

perempuan dan anak serta kaum disabilitas.

c. Sasaran strategis “Profesionalisme SDM” dicapai dengan arah kebijakan,
sebagai berikut:
1) peningkatan kualitas SDM Polres Bengkayang
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi
pembangunan Polres Bengkayang yang akan dilakukan yaitu:
a) melakukan reformasi pengelolaan SDM secara profesional;
b) meningkatkan kualitas personil dengan mengikutsertakan
pendidikan dan pelatihan Polres Bengkayang yang siap kerja dan
berorientasi pada kualitas pelayanan publik serta kepuasan

masyarakat;

c) meningkatkan kesejahteraan SDM.

2) pemindahan personel Polri ke Ibu Kota Negara Baru.
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi
pembangunan Polres Bengkayang yang akan dilakukan yaitu:
melakukan pendataan personel Polres Bengkayang guna mengantisipasi

permintaan Mabes Polda Kalbar yang akan pindah ke Ibu Kota Negara
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Baru.

d. Sasaran strategis “Modernisasi Teknologi” dicapai dengan arah

kebijakan, sebagai berikut :

1)

modernisasi Sarana dan Prasarana Polres Bengkayang.

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi

pembangunan Polres Bengkayang yang akan dilakukan yaitu:

a) memetakan prioritas dan kebutuhan sarana prasarana 2020-
2024;

b) modernisasi Sarana dan Prasarana operasional guna
mendukung pelayanan Polres Bengkayang;

c) modernisasi kapal kelas C-3 ke tipe B.

d) membangun Big Data/Single Data Entry Polres Bengkayang;

e) membangun rumah dinas/flat dan Rusun bagi personel Polres

Bengkayang.

e. Sasaran strategis “Sistem pengawasan yang Akuntabel, Bersih,

Terbuka dan Melayani” dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:

1)

2)

3)

melaksanakan “Layanan Publik Polres Bengkayang yang Prima”:

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi

pembangunan Polres Bengkayang yang akan dilakukan vyaitu:

peningkatan pelayanan prima dan kedekatan dengan masyarakat dengan

langkah- langkah sebagai berikut:

a) meningkatkan inovasi pelayanan publik;

b) meningkatkan pelayanan data dan informasi kriminal melalui
akses yang mudabh;

c) meningkatkan pendekatan personal dan keterlibatan Polri dalam
berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.

reformasi Kelembagaan dan Birokrasi Polri;

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi

pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu:

a) meningkatkan reformasi kelembagaan dan birokrasi Polri yang
andal; (Janji Presiden)

b) membangun sistem penerapan nilai-nilai dan kode etik Polri;

c) meningkatkan manajemen kinerja Polri dari tingkat Polres sampai
dengan Polsek;

melaksanakan “Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran” dicapai
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dengan arah kebijakan, sebagai berikut:
a) penguatan akuntabilitas kinerja Polres Bengkayang.
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka
strategi pembangunan Polres Bengkayang yang akan dilakukan
yaitu:
(1) meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan
penganggaran Polres Bengkayang;
(2) menyusun, menyiapkan, melaksanakan penelitian dan reviu
anggaran Polres Bengkayang.
b) meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Polda
Kalbar.
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka
strategi pembangunan Polres Bengkayang yang akan dilakukan
adalah:
(1) menyusun dan menyiapkan dokumen perencanaan Polres

Bengkayang;

(2) menyusun LKIP Polres Bengkayang.

4) Melaksanakan “Regulasi dan Sistem Pengawasan yang Efektif”
dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:
a) penguatan regulasi Polri

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka

strategi pembangunan Polres Bengkayang yang akan dilakukan

yaitu:

(1) memperkuat kerangka regulasi Polres Bengkayang;

(2) memperkuat dukungan dalam memastikan terlaksananya
fungsi hukum secara efektif.

b) Penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya
dengan langkah-langkah sebagai berikut:

(1) penerapan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara
online guna mempercepat penyelesaian pengaduan
masyarakat;

(2) mengoptimalkan peran pengawasan melekat atasan penyidik
dan Wassidik guna mengontrol proses penyidikan.

(3) mengefektitkan kegiatan Saber Pungli di area pelayanan
publik.

3. Kerangka Regulasi
Polres Bengkayang dalam rangka menjalankan roda organisasi memerlukan
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pedoman maupun aturan yang mengikat bagi anggotanya sendiri maupun terhadap
masyarakat, karena tugas dan wewenang Polri yang diemban berkaitan dengan
kepentingan masyarakat di bidang keamanan maupun penegakan hukum.

Renstra Polres Bengkayang yang merupakan alat untuk mencapai tujuan
pembangunan jangka menengah yang dilaksanakan oleh Polres Bengkayang
selain berisi perencanaan strategis, juga berisi tentang instrumen strategis yang
berfungsi untuk memecahkan permasalahan yang penting, mendesak dan memiliki
dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional yang
tersusun dalam kerangka regulasi Polres Bengkayang. Kerangka regulasi pada
Renstra Polres Bengkayang berisi tentang kebutuhan regulasi di lingkungan Polres
Bengkayang yang bersifat mengikat kepada personel Polres Bengkayang maupun
masyarakat yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang direncanakan
akan dibuat atau direvisi selama 5 (lima) tahun ke depan yang sejalan dengan
kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam RPJMD 2020-2024.

Kerangka regulasi dalam Renstra Polres Bengkayang tahun 2020-2024
memuat rencana pembuatan, penyempurnaan atau revisi Perkap yang dinilai perlu
dan masih valid dalam mendukung pelaksanaan tugas Polri dan juga rencana
penghapusan Perkap yang dinilai sudah tidak valid terhadap situasi dan kondisi
selama 5 (lima) tahun ke depan menggunakan pendekatan omnibus law yaitu
strategi penataan regulasi dapat berupa pencabutan, revisi atau penggabungan
dari beberapa regulasi yang saling tumpang tindih, sebagaimana termuat dalam

tabel berikut:
KERANGKA REGULASI

Uraensi

Arah Keranaka Pembentukan Unit

Requlasi Unit

dan/atau kebutuhan Berdasarkan Evaluasi P. Jawah Terkait/ Target Penyelesaian

: Regulasi Eksisting, Institusi
Reaulasi .. "
Kajian dan Penelitian

1. Peraturan Kapolri a. hasil identifikasi dan Kasi was Tahun 2020
o rentony " b has andisi. evis AERE
entan . ;

PengawasarglJ dan ilakukan pencabutan atas

Pemeriksaan Rutin di c. untuk disesuaikan Peraturan Kapolri

Lingkungan Polri dengan hal-hal yang Nomor 18 Tahun 2011
harus dipenuhi tentang Pengawasan
sebagaimana dan Pemeriksaan
ditetapkan pada Rutin di Lingkungan
ketentuan kapabilitas Polri
APIP;

d. hasil reviu, perlu

dilakukan

pencabutan atas
Peraturan Kapolri
Nomor 18 Tahun
2011.



Peraturan Kapolri
Nomor 9 Tahun 2013
tentang Tata

Cara Penyelesaian
Tuntutan Ganti
Kerugian Negara di
Lingkungan Polri

Peraturan Irwasum
Polri Nomor 1 Tahun
2011 tentang
Hubungan Tata Cara
Kerja di Lingkungan
ltwasum Palri.

Peraturan Irwasum
Polri Nomor 1 Tahun
2015 tentang

. hasil

. hasil

. hasil

hasil identifikasi dan
evaluasi, tidak valid:;

hasil analisis, perlu
dilakukan perubahan
untuk
mencantumkan
tuntutan kerugian
negara bagi pegawai
negeri pada Polri
yang mengundurkan
sebelum waktu dinas
paling sedikit dua
puluh tahun;

hasil reviu,
menyusun
perubahan
Peraturan Kapolri
Nomor 9 Tahun
2013.

identifikasi
dan evaluasi, tidak
valid;

analisis,
revisi dilakukan
untuk mencabut
Peraturan Irwasum
Polri  Nomor 1
Tahun 2011;

hasil
menyusun
Peraturan Irwasum
Polri tentang
Hubungan Tata
Cara Kerja di
Lingkungan
ltwasum Polri.

reviu,

identifikasi
dan evaluasi, tidak
valid;
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Tahun 2020
Penyusunan

pencabutan atas
Peraturan Kapolri

Nomor 18 Tahun 2011
tentang Pengawasan

dan Pemeriksaan
Rutin di Lingkungan
Polri.

Tahun 2020
Penyusunan
Peraturan Irwasum
Polri tentang
Hubungan Tata Cara
Kerja di Lingkungan
Itwasum Polri
disesuaikan  dengan
Peraturan  Kepolisian
Republik Indonesia
tentang Hubungan
Tata

Cara Kerja Polri.

Penyusunan
Peraturan Irwasum
Polri tentang



Penjabaran Tugas
Seksi Pengawasan di
Lingkungan

Kepolisian Resor.

Peraturan Irwasum
Polri No. 2 Tahun
2015 tentang Uraian
Tugas Jabatan di
Lingkungan Iltwasum
Polri

Peraturan ltwasum
Polri No. 2 Tahun
2016 tentang Standar
Operasional Prosedur
Penyusunan Rencana
Pengawasan
Tahunan di
lingkungan Polri

Peraturan Itwasum
Polri No. 1 Tahun
2017 tentang
penyelenggaraan
reviu di lingkungan
Polri

b

51

. hasil analisis,
revisi dilakukan
untuk mencabut
Peraturan Irwasum
Polri  Nomor 1
Tahun 2015;

hasil reviu,
menyusun
Peraturan

Irwasum Polri
tentang
Inspektorat
Pengawasan di
Lingkungan
Kepolisian Resor.

hasil identifikasi
dan evaluasi tidak
valid

hasil analisis revisi
dilakukan untuk
mencabut
Peraturan ltwasum
Polri No. 2 Tahun
2015

hasil reviu
menyusun
Peraturan ltwasum
Polri tentang
Uraian Tugas
Jabatan di
Lingkungan
Iltwasum Polri

hasil identifikasi
dan evaluasi tidak
valid;

hasil analisis, perlu
penyesuaian
dengan yang
dipersyaratkan
dalam kapabilitas
APIP;

hasil reviu
menyusun
perubahan
Peraturan ltwasum
Polri No. 2 Tahun
2016 untuk
memenuhi
persyaratan
kapabilitas APIP

hasil identifikasi
dan evaluasi
peraturan valid;

hasil analisis dan
evaluasi, terdapat
tambahan  tugas
reviu yaitu reviu
PNBP, reviu hibah,
reviu Renstra,
reviu Indikator
Kinerja Utama;
hasil reviu,
menyusun
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kasiwas

kasiwas

kasiwas

Penjabaran Tugas
Inspektorat
Pengawasan di
Lingkungan Polres
setelah diterbitkannya
Peraturan Kepolisian
tentang SOTK pada
Tingkat Polres

Memberikan masukan
penyusunan Peraturan
Itwasum Polri tentang
Uraian Tugas Jabatan
di Lingkungan
Itwasum Palri

Memberikan saran
dan masukan dalam
rangka merubah
Peraturan ltwasum
Polri No. 2 Tahun
2016 untuk memenuhi
persyaratan
kapabilitas APIP.

Memberikan masukan
dalam rangka
menyusun perubahan
peraturan pertama
atas Peraturan
Irwasum Polri Nomor
1 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan
Reviu di Lingkungan
Polri untuk menambah
tugas baru yang
dibebankan kepada
fungsi Inspektorat
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10.

11.

12.

13.

perubahan pengawasan.
peraturan pertama
atas Peraturan
Irwasum Polri
Nomor 1 Tahun
2017 tentang
Penyelenggaraan
Reviu di
Lingkungan  Palri
untuk menambah
tugas baru yang
dibebankan
kepada fungsi
Inspektorat
pengawasan
Surat Edaran Kapolri kasiwas Penyusunan
Nomor: Peraturan Kapolri
SE/8/X1/2015 tanggal tentang Benturan
30 November 2015 Kepentingan.
tentang Petunjuk/
Arahan Pencegahan
Benturan
Kepentingan.
Peraturan Kepolisian Kasat intel Memberikan masukan
tentang Orang Asing tentang Peraturan
Kepolisian tentang
Orang Asing, target
penyelesaian tahun
2020.
Peraturan Kasat intel Memberikan masukan
Kabaintelkam tentang tentang Peraturan
Manajemen Kabaintelkam tentang
Operasional Intelijen Manajemen
Operasional Intelijen,
target penyelesaian
tahun 2020
Revisi Peraturan Kasat intel Memberikan saran
Kabaintelkam Polri dan masukan
Nomor 1 Tahun 2013 mengenai Revisi
tentang Penyelidikan Peraturan
Intelkam Polri Kabaintelkam Polri
Nomor 1 Tahun 2013
tentang Penyelidikan
Intelkam Polri, target
penyelesaian tahun
2021
Revisi Peraturan Kasat intel Memberikan saran
Kapolri Nomor 5 dan masukan Revisi
Tahun 2018 Tentang Peraturan Kapolri
Pengawasan dan Nomor 5 Tahun 2018
Pengendalian Replika tentang Pengawasan
Senjata Jenis Airsoft dan
Gun dan Paintball. . .
Pengendalian Replika
Senjata Jenis Airsoft
Gun dan Paintball,
target penyelesaian
tahun 2021.
Revisi Peraturan Kasat intel Memberikan saran

Kapolri Nomor 17
Tahun 2017 tentang

masukan Revisi
Peraturan



14.

15.

16.

17.

18.

19.

Perizinan,
Pengamanan,
Pengawasan Dan
Pengendalian Bahan
Peledak Komersial.

Revisi Peraturan
Kabaintelkam Polri
Nomor 3 Tahun 2013
tentang
Penggalangan
Intelkam Polri

Revisi Peraturan

Kabaintelkam Polri
Nomor 2 Tahun 2012
tentang
Penyelenggaraan
Produk Intelijen di
Lingkungan Intelijen
keamanan Kepolisian
Negara Republik
Indonesia

Revisi Peraturan
Kapolri Nomor 18
Tahun 2014 tentang
Tata Cara Penerbitan
Surat Keterangan
Catatan Kepolisian

Revisi Peraturan
Kabaintelkam Polri
Nomor 5 Tahun 2013
tentang Pembentukan
dan Pembinaan
Jaringan Intelijen

Peraturan Kepolisian
tentang Senjata
Tajam.

Peraturan Kepolisian
tentang Senjata Angin
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Kasat intel

Kasat intel

Kasat intel

Kasat intel

Kasat intel

Kasat intel

Kapolri Nomor 17
Tahun 2017 Perizinan,
Pengamanan,
Pengawasan dan

Pengendalian Bahan
Peledak Komersial,
target penyelesaian
tahun 2021.

Memberikan saran
dan masukan Revisi
Peraturan
Kabaintelkam Polri
Nomor 3 Tahun 2013
tentang Penggalangan
Intelkam Polri, target
penyelesaian tahun
2022.

Memberikan saran
dan masukan Revisi
Peraturan

Kabaintelkam Polri
Nomor 2 Tahun 2012
tentang
Penyelenggaraan
Produk Intelijen di
Lingkungan Intelijen
Keamanan Kepolisian
Negara Republik
Indonesia, target
penyelesaian tahun
2022.

Memberikan saran
dan masukan Revisi
Peraturan

Kapolri Nomor 18
Tahun 2014 tentang
Tata Cara Penerbitan
Surat Keterangan
Catatan Kepolisian,
target penyelesaian
tahun 2022.

Memberikan san
masukan Revisi
Peraturan
Kabaintelkam Polri
Nomor 5 Tahun 2013
tentang Pembentukan
dan Pembinaan
Jaringan Intelijen,
target penyelesaian
tahun 2023

Memberikan saran
dan masukan
peraturan Kepolisian
tentang senjata tajam.

Memberikan saran
dan masukan
Peraturan Kepolisian



20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

Peraturan
Kabaintelkam Polri
tentang
Standardisasi Alat

Khusus Intelijen

Peraturan
Kabaintelkam Polri
tentang
Standardisasi Alat
Khusus Intelijen

Rancangan Perpres
tentang Ikatan Dinas
Polri (SSDM Palri).

Rancangan Peraturan
Pemerintah tentang
Administrasi
Keanggotaan Palri
(SSDM Palri).

Perkap tentang
Seleksi Pengendalian
Pendidikan
Pengembangan Polri
(SSDM Palri).

Penyusunan standar
profesionalitas
Personel Polri.

Perkap tentang
Penanganan
Kejahatan Insurjensi.

Perkap tentang Anti
Anarkis
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Revisi Peraturan
Kapolri Nomor 4
Tahun 2019 tentang
Seleksi Pendidikan
Pengembangan bagi
Pegawai Negeri pada
Polri.

Revisi Peraturan
Kapolri Nomor 3
Tahun 2019 tentang
Manajemen Talenta
Polri.

Revisi Peraturan
ASSDM Kapolri
Nomor 1 Tahun 2019
tentang Seleksi Calon
Peserta Pendidikan
Pengembangan
Spesialisasi Pama,
Bintara dan Tamtama
Polri.

Dari SOP
ditingkatkan menjadi
Perkap.

Dari SOP
ditingkatkan menjadi
Perkap.
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Kasat intel

Kasat intel

Kabag
sumda

Kabag
sumda

Kabag
sumda

Kabag
sumda

Kasat
samapta

Kasat
samapta

tentang Senjata Angin,
target penyelesaian
tahun 2023

Memberikan saran
dan masukan
Peraturan
Kabaintelkam Polri
tentang Standardisasi
Alat Khusus Intelijen,
target penyelesaian
tahun 2024.

Memberikan saran
dan masukan
Peraturan
Kabaintelkam Polri
tentang Standardisasi
Alat Khusus Intelijen,
target penyelesaian
tahun 2024

Memberikan saran
dan masukan dalam
rangka revisi Perkap 4
Tahun 2019 tentang
Seleksi Dikbang
Pegawai Negeri pada
Polri.

Memberikan saran
dan masukan dalam
rangka revisi Perkap 3
Tahun 2019 tentang
Manajemen Talenta
Polri

Memberikan saran
dan masukan
terhadap
revisiPeraturan
ASSDM Kapolri
Nomor 1 Tahun 2019
tentang Seleksi Calon
Peserta Pendidikan
Pengembangan
Spesialisasi Pama,
Bintara dan Tamtama
Polri.

Memberikan saran
dan masukan
peningkatan SOP
menjadi Perkap
tentang penanganan
kejahatan insurjensi.

Memberikan saran
dan masukan
peningkatan SOP
menjadi Perkap
tentang anti anarkis.



28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Perkap No. 15 Tahun
2010 tentang
penyelenggaraan
informasi kriminal

Perkap tentang
Pengelolaan Kerja
sama dengan
Kepolisian Luar
Negeri di Wilayah
Perbatasan RI.

Perkap tentang Atase
Polri, Staf Teknis Polri
dan LO Palri.

Perkap tentang Tata
cara Penanganan
Kejahatan
Internasional dan
Transnasional di
Lingkungan Polri.

Perkap tentang
Penyelenggaraan Misi
PBB.

Revisi Perkap Nomor
4 Tahun 2009 tentang
Dewan Pendidikan
dan Pelatihan Polri.

Revisi Perkap Nomor
4 Tahun 2010 tentang
Sisdik Polri.

Revisi Perkap No. 19
Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan
Pelatihan Polri

Revisi Perkap No. 19
Tahun 2006 tentang
Pedoman
Pelaksanaan
Pelatihan Polri

Revisi Perkap tentang
Kurikulum Pendidikan
dan Pengembangan
Polri

Perkap Nomor 14
Tahun 2014 tentang
Pelayanan
Pengadaan
Barang/Jasa di
Lingkungan Polri

Perubahan Perkap
tentang Sistem
Laporan
Harkamtibmas.
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Revisi

Melaksanakan Revisi
Perkap No 19 Tahun
2010 tentang
Penyelenggaraan
Pelatihan Polri. Untuk
digabung di Revisi
Perkap Nomor 4
tahun 2009

Dilakukan
penyesuaian

Revisi Perkap Nomor

7 Tahun 2009 tentang

Sistem Laporan
Harian Gangguan
Kamtibmas.
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Kasat
reskrim

Paur log

Kabag Ops

Memberikan saran
dan masukan terkait
revisi Perkap No 19
Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan
Pelatihan Polri. Untuk
digabung di Revisi
Perkap Nomor 4
tahun 2009

Memberikan saran
dan masukan terkait
revisi Perkap Nomor 7
Tahun 2009 tentang
Sistem Laporan
Harian Gangguan
Kamtibmas



40.

41

LAMPIRAN “ A” KEPUTUSAN KAPOLRES BENGKAYANG

57 NOMOR: KEP/ 29 /IV/2021
TANGGAL: 22 APRIL 2021

Rancangan Peraturan Dansat
Polri tentang Brimob
Perlindungan bagi

Penyidik Densus 88

AT Polri dan

Keluarganya.

Rancangan Peraturan Kabag ren
Polri tentang Perubahan
SOTK Densus 88 AT
Polri tentang
Restrukturisasi Satker
Densus 88 AT Polr untuk
Perubahan Subbagtahti
Menjadi Direktorat Tahti
serta Pembentukan
Subbaglog dan Wasidik
Densus 88

AT Polri.

Kerangka Kelembagaan

Dalam memenuhi pelaksanaan pembangunan pemerintah yang efektif
dan akuntabel, diperlukan suatu kerangka kelembagaan sesuai dengan
program pembangunan Polres Bengkayang yang telah ditetapkan.
Kelembagaan merujuk pada organisasi, pengaturan hubungan inter dan
antarorganisasi, serta sumber daya manusia. Organisasi Polres Bengkayang
mencakup tugas, fungsi, kewenangan, peran dan struktur. Pengaturan
hubungan inter dan antarorganisasi mencakup tata hubungan kerja inter
dan antarorganisasi Polri/lembaga pemerintah, sedangkan sumber daya
manusia mencakup pejabat Polri dan aparatur sipil negara yang menjalankan
organisasi tersebut. Aspek sumber daya manusia Polres Bengkayang di
dalam kerangka kelembagaan mencakup jumlah dan kualitas, yang meliputi
pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills), dan sikap (attitude).

Tersedianya lembaga organisasi Polres Bengkayang yang efektif dan
akuntabel merupakan salah satu syarat keberhasilan Polri dalam mengelola
sumber daya yang ada untuk mewujudkan Polres Bengkayang yang dapat
melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Oleh karena itu,
keberhasilan Polres Bengkayang dalam membangun organisasi disesuaikan
dengan kebutuhan masyarakat, sehingga efektivitas pelaksanaan
pembangunan dengan dukungan kelembagaan yang tepat ukuran, tepat
fungsi dan tepat proses. Upaya penguatan kelembagaan di lingkungan Polres
Bengkayang masih perlu dilanjutkan, mengingat masih belum optimalnya

efektivitas pembangunan kelembagaan Polda Kalbar, melalui
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ketepatan struktur, ketepatan proses (tata laksana) serta pencegahan duplikasi
tugas dan fungsi guna meningkatkan efisiensi belanja Polres Bengkayang.

Sesuai dengan arah kebijakan pemerintah dalam upaya penguatan
kerangka kelembagaan pada kementerian/lembaga, maka revisi kelembagaan di
lingkungan Polres Bengkayang akan dilakukan untuk mewujudkan lembaga Polres
Bengkayang berkualitas, yang ditandai dengan:

a. penguatan organisasi berupa penambahan tugas, fungsi dan struktur;

b penggabungan;
c. pengembalian tugas dan fungsi;
d pembentukan organsisasi/struktur baru.

Penataan kelembagaan yang dilakukan melalui revisi/penyempurnaan
dilakukan bersifat sangat selektif dan dilakukan untuk hal-hal yang sangat
penting, mendesak, serta diyakini akan memberi manfaat yang lebih besar untuk
mencapai arah bijak dan strategi Polres Bengkayang dalam rangka terwujudnya
Kamtibmas yang kondusif, tegaknya hukum, serta terlindungi, terayomi dan
terlayaninya masyarakat.

Penguatan kelembagaan Polri juga dilakukan dengan memperhatikan hal-
hal sebagai berikut:

a. kebijakan pembangunan, yang meliputi sasaran, arah kebijakan, strategi,
program dan kegiatan pembangunan, untuk memastikan bahwa postur
kelembagaan Polri yang dibentuk sejalan dan mendukung pelaksanaan
pembangunan yang efektif, efisien dan akuntabel;

b. peraturan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan perundangan
desentralisasi dan otonomi daerah, untuk memastikan keserasian
antartugas, fungsi dan kewenangan yang berlaku di lingkungan Polri
dengan peraturan perundangan yang berlaku dan kebijakan desentralisasi
dan otonomi daerabh;

C.  prinsip-prinsip pengorganisasian yang modern;

d. penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik (good
governance dan clean government); seperti transparansi, efektivitas,
efisiensi dan penyesuaian dengan ketersediaan anggaran negara.

Prioritas .....
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Prioritas penguatan kelembagaan Polres Bengkayang sesuai dengan

tuntutan kebutuhan tugas terhadap ancaman gangguan Kamtibmas, akan
difokuskan pada hal-hal sebagai berikut:

a.

= «Q

pembentukan/penataan satuan organisasi kewilayahan pada tingkat
Mabes, Polda, Polres, Polsek dan Polsubsektor;

implementasi penyusunan Daftar Susunan Personel (DSP) berdasarkan
analisa beban kerja;

peningkatan tipologi satuan organisasi kewilayahan tingkat Polda, Polres
dan Polsek;

implementasi revisi Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) serta
monitoring pelaksanaannya,

penyusunan nomenklatur/titelatur sesuai dengan hasil revisi/
penyempurnaan SOTK;

penataan wilayah hukum Polda/Polres;

pembentukan SPN;

pembentukan dan pengembangan Rumkit Polri;

pemutakhiran data Satuan Kewilayahan;

penguatan sentra-sentra pelayanan publik Polri.

Dari arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang keamanan tersebut,

maka untuk mewujudkan pencapaian sasaran dalam penguatan kelembagaan
Polres Bengkayang, dibutuhkan kerangka kelembagaan sebagai berikut:

KERANGKA.....
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KERANGKA KELEMBAGAAN

SASARAN PROGRAM DAN TARGET
No | straTEGls | STRATEG KEGIATAN SASARAN 2020 | 2021 |[N2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Pengawasan . meningkatkan 01 Program dukungan
yang reformasi manajemen
akuntabel, kelembagaan
bersih, terbuka dan birokrasi
dan melayani Polri yang
andal
5052 Kegiatan penataan
kelembagaan dan
ketatalaksanaan Polri
1) Monitoring dan evaluasi Perubahan tipe Polsek : 2 Polsek
organisasi Polres,
Polsek dan
Polsubsektor
2) Monitoring dan evaluasi Polres Perbatasan : Monev 1
tata laksana di pilun
lingkungan Polri
Peraturan Polri Nomor 02 1
Tahun 2021 tentang SOTK
Polres dan Polsek
Monev implementasi penataan 7
daerah hukum ( Polres,
Polsek)
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SASARAN PROGRAM DAN TARGET
No | straTEGIS | STRATEG! KEGIATAN SASARAN 2020 | 2021 |[2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
b. Penataan 1) Pembukaan skeleton Sesuai kebutuhan 2 2 2 2 2
organisasi Satpamobvit Polres Satpam Satpam Satpam Satpam Obvit Satpam
tingkat Polres Obvit Obvit Obvit Obvit
d. Penataan 1) Pembentukan Wilayah kecamatan yang 2 2 2 2 2
organisasi Polsubsektor belum memiliki Polsek dan Polsub sektor Polsub Polsub Polsub Polsub
tingkat Polsek/ kawasan tertentu yang sektor sektor sektor sektor
Polsubsektor membutuhkan kehadiran Polri
2) Peningkatan Polsubsektor di wilayah 1 2 2 2 2
Polsubsektor menjadi kecamatan rawan gangguan Polsek Polsek Polsek Polsek Polsek
Polsek Kamtibmas dan perlu
peningkatan pelayanan
kepolisian
3) Perubahan tipe Polsek yang memiliki beban 2 2 2 2 2
Polsek kerja dan kinerja tinggi atau Polsek Polsek Polsek Polsek Polsek
sebaliknya
4) Penataan Polsek-polsek yang kelebihan 2 2 2 2 2
Daerah Hukum beban kerja atau sebaliknya Polsek Polsek Polsek Polsek Polsek
Polsek
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SASARAN PROGRAM DAN TARGET
No | straTEGIS | STRATEG! KEGIATAN SASARAN 2020 | 2021 |[2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
. Pembinaan 1) Menyiapkan dan Arah kebijakan bidang
sistem dan merumuskan kelembagaan dan tata aksana
metode kebijakan sebagai masukan dalam 1 naskah 1 naskah 1 naskah 1 naskah 1 naskah
manajemen bidan penyusunan pedoman
tata laksana ang perencanaan Kapolri
organisasi Polri kelembagaan
dan tata
laksana Polri
2) Pengkajian Sistem dan Validitas dan efektifitas 1 giat 1 giat 1 giat 1 giat 1 giat
metode di Lingkungan peraturan kepolisian
Polri
3) Pengkajian Daerah Ketepatan daerah hukum 2 giat 2 giat 2 giat 2 giat 2 giat
Hukum Polres tingkat Polres
4) Pengkajian Daerah Ketepatan daerah hukum 4 giat 4 giat 4 giat 4 giat 4 giat
Hukum Polsek tingkat Polsek
5) Pengkajian Klasifikasi Nilai klasifikasi kesatuan 2 giat 2 giat 2 giat 2 giat 2 giat
Kesatuan Kewilayahan kewilayahan berdasarkan
Tingkat Polres beban kerja dan kinerja tingkat
Polres
6) Pengkajian Klasifikasi Nilai klasifikasi kesatuan 4 giat 4 giat 4 giat 4 giat 4 giat
Kesatuan Kewilayahan kewilayahan berdasarkan




SASARAN PROGRAM DAN TARGET
No | straTEGIS | STRATEG! KEGIATAN SASARAN 2020 | 2021 |[2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tingkat Polsek beban kerja dan kinerja tingkat
Polsek
7) Penyempurnaan HTCK HTCK satuan fungsi tingkat 1 giat 1 giat 1 giat 1 giat 1 giat
Polres dan Polsek
8) Penyempurnaan ABK ABK satuan fungsi tingkat 1 giat 1 giat 1 giat 1 giat 1 giat
Polres dan Polsek
9) Sosialisasi Peraturan Peraturan Kepolisian bidang 1 giat 1 giat 1 giat 1 giat 1 giat

Kepolisian bidang
Kelembagaan dan Tata
Laksana

kelembagaan dan tata laksana
yang baru dan perubahan




PERPOL 14 TAHUN 2018
TENTANG SOTK POLDA

UNSUR PIMPINAN

STRUKTUR ORGANISASI POLDA TIPE A
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STRUKTUR ORGANISASI POLRES TIPE D (POLRES) Perpol 2 Tahun 2021 Tentang SOTK Polres dan Polsek

KAPOLRES
WAKAPOLRES
_________________________________________________________________________________________________________________________________ UNSUR PIMPINAN
1 1 | |
SIWAS SIPROPAM SIKEU SIUM
| | |
BAGOPS BAGREN BAG SDM
1 | | 1
[ | | | [ | |
SUBBAG SUBBAG SUBBAGREN | |suBBAGDAL SUBBAG SUBBAG SUBBAG
BINOPS DALOPS PROGAR PROGAR BINKAR WATPERS DALPERS
__________________________________________________________________________________________________ UNSUR PENGAWAS DAN PEMBANTU PIMPINAN/PELAYAN
| | I |
SPKT SATINTELKAM SATRESKRIM |SATRESNARKOBA
1 1 | I | I | ]
SATBINMAS SATSAMAPTA SATLANTAS I SATPAMOBVIT ] [ SATPOLAI RUD-J SATTAHTI
L il _________________________-_-__-_-_T_-:_-_-_L-JZ\?EEI_R_EELAKSANATUGAE_EQBQ_K
|
SI TIK
T ) L T . __________VUNSURPENDUKUNG
POLSEK ]‘l

_________________ —_—l - _._._.__UNSURPELAKSANA TUGAS KEWILAYAHAN

KETERANGAN :

[_1 penambahan Struktur/fungsi/perubahan nomenklatur
[ penambahan Struktur(Satker)
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STRUKTUR ORGANISASI POLSEK TIPE A (URBAN)
Perpol 2 Tahun 2021 Tentang SOTK Polres dan Polsek

KAPOLSEK
WAKAPOLSEK
________________________________________________________________________________________________ UNSUR PIMPINAN
|
UNIT PROPAM
I 1
SIUM SIHUMAS

| | | | | 1

SPKT UNITINTELKAM UNITRESKRIM UNITBINMAS UNITSAMAFPTA UNITLANTAS

: Penambahan Struktur/fungsi/perubahan nomenklatur

- Penambahan Struktur(Satker)
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STRUKTUR ORGANISASI POLSEK TIPE B (METRO)
Perpol 2 Tahun 2021 Tentang SOTK Polres dan Polsek

KAPOLSEK
WAKAPOLSEK
________________________________________________________________________________________________________________________________ UNSUR PIMPINAN
UNIT PROPAM
| 1
SIUM SIHUMAS
_________________________________________________________________________________________________ UNSUR PENGAWAS DAN PEMBANTU PIMPINAN/PELAYAN
| | | | | | : 1 ;
SPKT UNITINTELKAM || UNITRESKRIM UNITBINMAS UNITSAMAPTA UNITLANTAS || UNITPOLAIR |
[ — 1
___________________________________________________________________________________________________________________ UNSUR PELAKSANA TUGAS POKOK

: Penambahan Struktur/fungsi/perubahan nomenklatur
- Penambahan Struktur(Satker)
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STRUKTUR ORGANISASI POLSEK TIPE C (RURAL)
Perpol 2 Tahun 2021 Tentang SOTK Polres dan Polsek

KAPOLSEK
WAKAPOLSEK
________________________________________________________________________________________________________________________________ UNSUR PIMPINAN
UNIT PROPAM
1
SIUM
L ___________UNSURFPENGAWAS DAN PEMBANTU PIMPINAN/PELAYAN
I | 1
SPKT UNITINTELKAM UNITRESKRIM UNITBINMAS UNITSAMAPTA | UNITLANTAS 1 = UNITPOLAIR |
| - F . \
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, UNSUR PELAKSANA TUGAS POKOK

: Penambahan Struktur/fungsi/perubahan nomenklatur
- Penambahan Struktur(Satker)
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STRUKTUR ORGANISASI POLSEK TIPE D (PRARURAL)
Perpol 2 Tahun 2021 Tentang SOTK Polres dan Polsek

KAPOLSEK
________________________________________________________________________________________________________________________________ UNSUR FIMPINAN
UNIT PROPAM
1
SIUM
_________________________________________________________________________________________________ UNSUR PENGAWAS DAN PEMBANTU PIMPINAN/PELAYAN
S i
SPKT UNITINTELKAM UNITRESKRIM UNITBINMAS UNITSAMAPTA I UNITLANTAS 1 = UNITPOLAIR =
[ Il e e 1
___________________________________________________________________________________________________________________ UNSUR PELAKSANA TUGAS POKOK

: Penambahan Struktur/fungsi/perubahan nomenklatur
- Penambahan Struktur(Satker)
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STRUKTUR ORGANISASI POLSUBSEKTOR
Perpol 2 Tahun 2021 Tentang SOTK Polres dan Polsek

KAPOLSUBSEKTOR

UNSUR PIMPINAN

UNIT PATROLI UNIT YANMAS

UNSUR PELAKSANA TUGAS POKOK
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BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Target Kinerja

Untuk mewujudkan visi dan misi Kepolisian Polres Bengkayang, serta
mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, Kepolisian Daerah
Kalimantan Barat menetapkan 5 (lima) tujuan dan telah dilengkapi dengan 5
(lima) sasaran strategis, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara
nyata oleh Kepolisian Resor Bengkayang dan mencerminkan pengaruh atas
ditimbulkannya hasil (outcome) dari satu atau beberapa program. Adapun untuk
mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran strategis
memiliki Indikator Kinerja Utama sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

. i inerj Target
Sasaran Strategis Indikator Kinerja 9
Utama 2020

IK IMPACT
Stakeholder
Terwujudnya Indeks
S| | keamanan dan S| | Keamanan
ketertiban dan 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Bengkayang Ketertiban
Bengkayang
IK UTAMA
Internal Process
Pemeliharaan
keamanan dan Indeks 71 72 73 74 75
ssl ketertiban lead Harkamtibmas
masyarakat
Penegakkan
SS2 | hukum secara IKU2| Indeks Gakkum 70 70 70 1 70
berkeadilan
IK PENUNJANG
Innovation
. . Indeks
Profesionalisme Profesionalita
SS3| SDM Polres IKP1
s SDM 89,03 90,40 92,63 94,75 96,68
Bengkayang
Polres
Bengkayang
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. i inerj Target
Sasaran Strategis el Ul NI g
Utama 2020

SS&4

Survey
IKP3 Kepuasan 50% 60% 70% 80% 100%
Pengguna
an Alkom

Modernisasi Persentase
teknologi IKP4 | pemenuha 33,18% | 48,86% | 39,11% | 43,31% | 41,08%

n Almatsus

IKP5 | Persepsi
kemudaha
n Akses

SS5

IKP6 | Nilai AKIP 72,00 72,10 72,20 72,30 72,40

IKP7 | Nilai RBP 72 73 74 75 76

IKP8 Nilai Kinerja 95,00 95,50 96,00 96,50 97,00

Pengawasan Anggaran

yang akuntabel, Presentase
bersih, terbuka | |kp9 | penangana
dan melayani n 100% 100% 100% 100% 100%
pengaduan
masyarakat

Presentase
IKP10 | penyelesaian
masalah 100% 100% 100% 100% 100%
hukum yang
dihadapi
Polres
Bengkayang

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut, telah
ditetapkan 5 Program di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia,

yaitu sebagai berikut:

program Dukungan Manajemen,;
program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri;
program Profesionalisme SDM Polri;

program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;

ok 0DdBE

program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.

2. Kerangka .....
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Kerangka Pendanaan

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi pemeliharaan
keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mencapai target sasaran utama
sebagaimana disebutkan diatas, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan
yang memadai. Pendanaan pembangunan akan bersumber dari pemerintah
(Rupiah Murni (RM), Pinjaman Luar Negeri (PLN), Pinjaman Dalam Negeri
(PDN), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum
(BLU). Pendanaan akan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat, yakni fokus pada pada kepentingan untuk memberikan keamanan
kepada masyarakat. Secara terinci kerangka pendanaan menurut program dan
kegiatan sebagaimana terlampir.

KERANGKA PENDANAAN

Sasaran
S S

1. Pemeliharaan 1. Melaksanakan pengkajian RM
keamanan dan Struktur  Organisasi dan PLN
ketertiban Tata Kerja (SOTK) di PDN

masyarakat lingkungan Polres dan
Polsek; PNBP
2. Meningkatkan  kemampuan BLU

Polri untuk mengamankan
wilayah perbatasan, perairan
pada poros maritim baik di
tingkat Polres.

3.  Pembentukan, peningkatan
dan penghapusan satuan
tingkat kewilayahan melalui
Revisi Perkap Nomor 23
Tahun 2010 tentang SOTK
pada Tingkat Polres dan

Polsek

4. Peningkatan pengamanan
perbatasan melalui
Penggelaran personel dan
pembangunan pos-pos

pengamanan perbatasan

5. Melakukan pembangunan
Polsek dan/atau pos-pos
pengamanan secarabertahap

6. Meningkatkan koordinasi dan
kerja sama dengan Badan
Nasional Pengelola
Perbatasan, Bea Cukai,
Imigrasi, Karantina, TNl dan
Pemerintah Daerah
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Sasaran
Strategis S

7. Meningkatkan keamanan
wilayah perbatasan darat dan
perairan melalui penguatan
Polsek/Subsektor yang ada
di wilayah perbatasan

8. Pengkajian tipelogi Polres,
Polsek dan Polsubsektor
serta pembentukan
Polsubsektor

9. Mengusulkan penambahan
kapal Patroli tipe B dan tipe C
secara bertahap sebagai upaya
penguatan  alat transportasi
perairan  Polri di  wilayah
Bengkayang.

10. Meningkatkan keamanan
perairan melalui  penguatan
Polsek  wilayah pantai dan
Polsek wilayah sungai.

11. Meningkatkan peran dan
fungsi intelijen keamanan
Polri yang mampu
memberikan informasi dan
saran tindak secara rahasia,
cepat danakurat

12. Peningkatan kapabilitas
personel, anggaran dan
teknologi intelijen

13. Menggalang daya cegah dan
daya tangkal warga
masyarakat terhadap setiap
bentuk gangguan Kamtibmas

14. Menguatkan program Polmas
dengan penggelaran satu
Bhabinkamtibmas satu
desa/kelurahan

15. Meningkatkan kemampuan
penanganan konflik sosial
(vertikal/horisontal)  dengan
mengutamakan pencegahan

dan memberikan
perlindungan yang
berkeadilan terhadap

kelompok  minoritas  dan
kelompokrentan

16. Meningkatkan kemampuan
penanganan separatisme,
radikalisme dan intoleransi
melalui kegiatan preemtif dan
preventif

17. Membangun dan



LAMPIRAN “ A” KEPUTUSAN KAPOLRES BENGKAYANG
NOMOR: KEP/ £9 [/1V/2021

TANGGAL: 22 APRIL 2021

Sasaran
Strategis S

memberdayakan
pengamanan swakarsa serta
meningkatkan pelibatan publik

18. Meningkatkan pelayanan
masyarakat dengan
mengembangkan Polmas

untuk menjangkau seluruh
komunitas pada  daerah-
daerah perbatasan dan pulau-
pulau terluar berpenghuni

19. Meningkatkan kemampuan

pencegahan kejahatan
melalui penguatan kegiatan
fungsi intelijen, fungsi

Binmas dan fungsi Sabhara

20. Menghadirkan anggota Polri
di tengah-tengah masyarakat
saat dibutuhkan dan di setiap
kegiatan masyarakat

21. Mengembangkan NTMC,
RTMC dan TMC vyang
terintegrasi

22. Memantapkan sistem
online data pelanggaran dan
kecelakaan lalu lintas yang
terintegrasi

23. Pemantauan arus lalu lintas
sebagai data dasar evaluasi
dan pengkajian trouble spot
dan black spot dalam
mengurangi titik titik lokasi
rawan kemacetan dan rawan
kecelakaan lalulintas

24. Penyidikan kecelakaan lalu
lintas dengan pemanfaatan
teknologi  Traffic  Accident
Analysis

25. Mengembangkan program
road safety/safety ridding

26. Membangun sistem edukasi
berbasis  teknologi  yang
mudah diakses oleh publik
dan pemangkukepentingan

27. Membangun sistem edukasi
berbasis  teknologi  yang
mudah diakses oleh publik
dan pemangkukepentingan

28. Menggelar operasi kepolisian
di bidang lalu lintas secara
tematis
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Sasaran
Strategis S

29. Melaksanakan kampanye
keselamatan lalu lintas

30. Mendorong pemanfaatan
teknologi keamanan swakarsa
oleh stakeholder terkait dan
masyarakat

31. Meningkatkan
kepercayaan masyarakat
terhadap kinerja Polri dan
soliditas kesatuan melalui
penerangan Internal dan
eksternal.

32. Membangun kemitraan melalui
kerja sama dengan stakeholder
dalam mengelola isu krisis
media baik konvensional, digital
maupun elektronik serta
penyebaran/ diseminasi
informasi digital melalui media
online dan media sosial.

33. Membangun dan
mengembangkan  Keterbukaan
Informasi Publik (KIP) melalui
Pengelolaan  Informasi dan
Dokumentasi (PID) yang
berbasis teknologi guna
mewujudkan layanan informasi
publik yang profesional,
transparan dan akuntabel.

34. Meningkatkan kemampuan
penanganan  konflik sosial
(konflik  horizontal maupun
vertikal) dengan mengutamakan
pencegahan dan memberikan
perlindungan yang berkeadilan
terhadap kelompok minoritas
dan kelompok rentan.

35. Mengusulkan digital  security
system melalui pengembangan
pusat Komando kendali
Komunikasi dan Informasi
(K3l/Command Centre) yang
terkoneksi dengan stakeholder.

36. Mengoptimalkan National Traffic
Management Center (NTMC)
sebagai pusat Komando Kendali
Komunikasi dan Informasi (K3l)
yang terkoneksi dengan instansi
terkait serta melanjutkan
pengembangan Regional Traffic
Management Center (RTMC)
dan Traffic Management Center
(TMC) di satuan wilayah.

37. Mengembangkan sistem
komunikasi perkantoran
berbasis Internet Protocol untuk
mendukung koordinasi antara



LAMPIRAN “ A” KEPUTUSAN KAPOLRES BENGKAYANG
NOMOR: KEP/ £9 [/1V/2021

TANGGAL: 22 APRIL 2021

Sasaran
Strategis s

satuan kerja di Polres dengan
satuan  kewilayahan  secara
efektif dan efisien.

38. Mengusulkan pengembangan
sistem  komunikasi  berbasis
radio untuk mendukung
operasi kepolisian dengan
mempertimbangkan kondisi
geografis, keamanan  serta
karakter penggunaan di setiap
fungsi dan wilayah.

2. Penegakkan 1. Peningkatan kemampuan RM
hukum secara penyidik melalui pendidikan Elt_)’:l
berkeadilan latihan dan sertifikasi;

PNBP
BLU

2. Pemenuhan peralatan yang
mendukung dilaksanakannya
penyidikan secarailmiah;

3.  Meningkatkan dan
mengintensifkan
pengungkapan kasus-kasus
menonjol yang meresahkan
masyarakat dan menjadi
perhatian publik;

4. Meningkatkan kemampuan
Polres Bengkayang dalam
penanganan
penyalahgunaan Narkoba
serta bekerja sama dengan
BNN dalam hal pencegahan
penyalahgunaan Narkoba;

5. Meningkatkan kemampuan
Polres Bengkayang dalam

penanganan terorisme
melalui kegiatan penyelidikan
dan penyidikan serta
peningkatan koordinasi
dengan BNPT dalam hal
pencegahan dan

deradikalisasi;

6. meningkatkan kapabilitas
Polres Bengkayang dalam
penanganan tindak pidana
korupsi melalui penguatan
kelembagaan dan
peningkatkan kerja  sama
dengan KPK, Kejaksaan,
BPK, BPKP, PPATK dan
Stakeholderlainnya

7. Mengamankan program
prioritas nasional dan paket
kebijakan ekonomi
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pemerintah;

8. Membangun kekuatan
cadangan (stand by force)
tingkat Polres Bengkayang;

9. mengoptimalkan kekuatan
cadangan (stand by force)
pada masing-masing
kesatuan  Sabhara  untuk
setiap saat siap digerakkan;

10. Meningkatkan pergerakan
dengan  mobilitas cepat
melalui usulan kebutuhan
sarana prasarana angkutan
udara, laut maupun darat;

11. Membentuk sistem rayonisasi
dalam rangka penanganan
tahap awal gangguan
keamanan berintensitas tinggi
(kontinjensi);

12. Mengembangkan kemampuan
penyidikan secara ilmiah
penyidik sampai dengan
tingkat Polres;

13. Meningkatkan kemampuan
penyidik dalam mengolah
TKP dengan menggunakan
metode ilmiah;

14. Meningkatkan sarana
prasarana penyidikan yang
memenuhi standar investigasi
tindak pidana secara ilmiah.

3. Profesionalisme 1 \Melaksanakan rekrutmen RM
SDM dengan  prinsip  Bersih, PLN
Transparan, Akuntabel dan PDN

Humanis (BETAH) dengan

proaktif untuk memperoleh PNBP

calonPolisiyangberkualitas BLU

2.  Mempedomani kebijakan
minimal zero growth dalam
penyelenggaraan rekrutmen
personel Polri dan
mempertimbangkan
pengarusutamaan gender;

3. Rasionalisasi dan realokasi
personel Polri tingkat Mabes
dan Polda ke Polres dan
Polsek untuk tugas
pelayanan.

4. Menyusun database postur
Polri sesuai kondisi saat ini
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dan ke depan, yang akan
digunakan sebagai acuan
atau landasan kebijakan
minimal zero growth Polri;

5. Pengkajian kebijakan
terhadap pengembangan
SDM, sistem dan metode.

6. Melakukan penataan dalam
pembinaan personel Paolri
melalui teknologi informasi
berdasarkan merit system dan
rekam jejak dalam hal
rekrutmen, seleksi
pendidikan dan mutasi;

7. Menyelenggarakan uji
kompetensi jabatan yang
bertujuan meningkatkan

produktivitas dan  kualitas
kinerja dengan sistem computer
assisted test;

8. Melanjutkan  pembangunan
assessment  center  dan
aplikasinya sampai dengan
tingkat Polda dalam rangka
pembinaan karier

9. Menyusun kurikulum
pendidikan Polri berdasarkan
8 standar pendidikan yang
berorientasi pada pelayanan,
penguasaan teknologi dan
hukum dilandasi kode etik
serta  sistem  pendidikan
sesuai kebutuhan dan
kemampuan;

10. Mengikutsertakan personel
pada pendidikan, pelatihan,
kursus-kursus di dalam dan
luar negeri serta pelatihan
fungsi teknis pada satuan
kewilayahan guna
meningkatkan
profesionalisme Polri;

11. Menyelenggarakan e-learning
pada setiap Polda dan program
Pendidikan Jarak Jauh;

12. Menerapkan standar
kompetensi pendidik secara
bertahap pada tenaga pendidik
dan tenaga kependidikan;

13. Membangun fasilitas
pendidikan yang berbasis
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teknologi informasi;

14. Memberikan kesempatan
secara bertahap kepada
Bintara yang berprestasi dan
sejumlah lulusan terbaik dari
SPN untuk mengikuti
pendidikan D Ill dan S1 ilmu
kepolisian diSTIK-PTIK;

15. Memberikan kesempatan
kepada Ilulusan STIK-PTIK
terbaik  untuk  mengikuti
pendidikan lanjutan di dalam
maupun luar negeri;

16. Meningkatkan kapasitas dan
kapabilitas Lembaga
Sertifikasi Profesi Polri;

17. Mensertifikasi personel Polri

yang/akan menduduki
jabatan fungsional dan jabatan
struktural;

18. Menyeleksi dan menunjuk
assessor pada setiap fungsi
teknis kepolisian;

19. Meningkatkan kapasitas dan
kapabilitas SDM  melalui
pendidikan dan latihan fungsi
pada setiap Satker pembina
fungsi dan Kesatuan
Operasional Dasar/ Polres;

20. Percepatan Reformasi
Birokrasi Polri pada setiap
satuan kerja melalui penilaian
Indeks Tata Kelola dengan
memberikan reward and
punishment;

21. Menyusun Blue Print
kebutuhan minimal standard
pelayanan publik
(persyaratan, waktu,
biaya/tarif, sarana prasarana,
kompetensi, pengawasan dan
pengaduan) secara bottom up
berdasarkan kondisi
geografis wilayah dan
tantangan tugas mulai dari
tingkat Polsek sampai
dengan tingkat MabesPolri;

22. Melakukan penguatan
kelembagaan melalui
penyusunan struktur

organisasi dan tata kerja Polri
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yang tepat ukuran (right size)
dan tepat masa berlakunya
(right period); menyusun
tipologi satuan kewilayahan
berdasarkan kondisi geografis
wilayah dan tantangan tugas;

23. Menginventarisir dan
menyusun kebutuhan
personel dan

perlengkapannya;

24. Menyusun standardisasi
Daftar Susunan Personel dan
Peralatan Polri sesuai dengan
analisa bebankerja;

25. Monitoring, evaluasi dan
memberi masukan
rancangan/peraturan
perundang-undangan yang
berkaitan dengan Tupoksi
Polri;

26. Melakukan evaluasi peraturan
perundang-undangan  dan
menyusun kerangka regulasi
yang berlaku di lingkungan
Polri;

27. Memberikan penyuluhan dan
bantuan hukum bagi personel
Polri;

28. Mengusulkan peningkatan
tunjangan kinerja dan
tunjangan bagi anggota di
wilayah perbatasan;

29. Meningkatkan kualitas jaminan
kesehatan bagi pegawai Paolri
melalui kerja sama dengan
Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS)
kesehatan dan Kementerian

Kesehatan;

30. Meningkatkan fasilitas
kesehatan Polri;

31. Menyediakan perumahan
dinas bagi pegawai Polri
secara bertahap;

32. Kerjasama dengan
Kementerian Pekerjaan

Umum  dan Perumahan
Rakyat (Kemen PU- Pera)
dalam rangka pembangunan
perumahan dinas  untuk
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pegawai Polri

33. memberikan kemampuan
teknis kepada kepada
pegawai Polres Bengkayang
untuk  memiliki  sertifikasi

pengadaan barang/jasa
pemerintahan
4. Modemisasi 1.  Mengusulkan kebutuhan RM
teknologi minimal/ iideal alat materiil PLN

khusus (Almatsus) Polres

PDN
Bengkayang yang modern
yang modern; PNBP
BLU

2.  Mengusulkan kebutuhan
standardisasi  perlengkapan
perorangan dan kesatuan
Polri yang disesuaikan
dengan kondisi  geografis
wilayah dan diselaraskan
dengan tantangan tugas;

3. Pengembangan sarana dan
prasarana untuk memenuhi
17 standarisasi LPSE secara
nasional,

4. Optimalisasi pengelolaan aset
Polda melalui Sistem
Informasi Manajemen dan
Akuntansi Barang Milik
Negara (SIMAK- BMN), Arsip
Data Komputer (ADK);

5.  Mengusulkan fasilitas
penanganan terorisme
berupa ruang tahanan dan
ruangan pemeriksaan khusus
tingkat Polda;

6. Mengusulkan usulan
kebutuhan pembangunan
fasilitas kantor pelayanan
publik (Polda, Polres, Polsek
dan Polsubsektor) dan
fasilitas pendidikan.

7. Memfasilitasi dan
menyiapkan lahan  serta
membantu mengawasi

pelaksanaan pembangunan
dalam rangka memenuhi
persyaratan dibangunnya
bidang laboratorium forensik
tingkat Polda;

8. Melaksanakan kerjasama
secara teknis dengan
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kementerian/ lembaga

9. Pembangunan laboratorium
forensik serta peralatan forensik
sesuai kebutuhan secara
bertahap

10. Usulan prototipe Almatsus Polri

11. Mendukung modernisasi
teknologi  kepolisian dilakukan
melalui penelitian dan
pengembangan antara lain:
laboratorium forensik,
laboratorium siber, Inafis,
psikologi forensik, kedokteran
forensik, sistem informasi
kriminal nasional

12. Melaksanakan kerja sama dan
pengembangan secara teknis
dengan Kementerian/ Lembaga
melalui pemanfaatan database
kependudukan dan database
informasi kriminal

13. Menggelar jaringan komunikasi
sampai dengan tingkat Polsek
untuk mendukung sistem
pelaporan Kamtibmas

14. Menggelar jaringan  back-up
untuk jaringan backbone Polri
sebagai penunjang sistem
kepolisian.

15. Menyusun Peta Sarana dan
Prasarana Polri di Polres

5. Pengawasan 1. Melaksanakan Revolusi RM
yang akuntabel, Mental, khususnya PLN
bersih, terbuka mengembangkan budaya
dan melayani anti korupsi internal Palri,

melalui  penunjukan  role PNBP
model, memasukkan kurikulum BLU

anti korupsi pada seluruh
jenjang  pendidikan  Polri,
mengirimkan sejumlah
lulusan terbaik Akpol dengan
beasiswa program S2 di
negarayang bersih korupsi

2. Meningkatkan kualitas
pelayanan publik berbasis
teknologi melalui
pelaksanaan program quick
wins;

3. Memenuhi kebutuhan personel
dan sarana prasarana pada
titik-titik pelayananpublik;

4. Membangun budaya
pelayanan dan membuka
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ruang partisipasi publik

dengan memanfaatkan
teknologi informasi dan
komunikasi;

5. Meningkatkan pelayanan

publik  di bidang Regident
pengemudi dan kendaraan
bermotor berbasis teknologi
dengancara:

a. penggelaran Satpas online;

b. penggelaran sistem STNK

online;
c. penggelaransistemBPKB
online
6. Membangun sistem
pelayanan  publik secara
online dalam rangka
pelaporan gangguan
Kamtibmas, penerbitan
SKCK, perizinan
/pemberitahuan kegiatan

masyarakat dan penerbitan
perizinan di bidang senjata
api non organik Polri/TNI dan
bahan peledak komersial;

7. Membangun dan
memberdayakan
pengamanan swakarsa;

8. Meningkatkan  kemampuan
personel Polri dan satuan dan

saranaprasarana,

9. Menyusun rencana
kontinjensi.

10. Meningkatkan integritas anggota
Polres Bengkayang dan
membangun  budaya anti

korupsi serta sebagai pelopor
tertib sosial di ruang publik
dalam rangka revolusi mental

11. Mendorong pemanfaatan
teknologi keamanan
swakarsa oleh stakeholder
terkait dan masyarakat;

12. Mengusulkan pembentukan
sistem pengawasan dan Tim
Internal Anti  Korupsi untuk
menekan budaya korupsi.

13. Mengefektifkan pelaksanaan
Wasrik rutin, Wasrik khusus dan
Wasrik dengan tujuan tertentu.

14. Mengoptimalkan koordinasi dan
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kerjasama internal dan eksternal
untuk memperkuat pengemban
fungsi pengawasan.

15. Meningkatkan disiplin, ketertiban
dan perilaku anggota Palri
melalui penegakan disiplin dan
kode etik profesi Palri.

16. Memperbaiki sistem komplain
masyarakat secara online.
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BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Polres Bengkayang Tahun 2020-2024 merupakan
perencanaan jangka menengah Polres Bengkayang, yang disusun dengan
menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Polres Bengkayang dalam
mendukung agenda pembangunan daerah.

Dokumen ini merupakan dokumen hidup yang perlu direviu secara berkala
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lingkungan strategis,
dan arah bijak Polres Bengkayang. Oleh karena itu, peran aktif dari seluruh Satker
dan personel Polres Bengkayang sangat diperlukan kontribusinya untuk
mengimplementasi Renstra Polres Bengkayang Tahun 2020-2024 dalam
pelaksanaan tugasnya. Sehingga keamanan dan ketertiban Kalimantan Barat dapat
terpelihara.

1. Kaidah Pelaksana

a. mengutamakan sistem pelayanan publik kepolisian yang prima dengan
menghadirkan negara (Polri) ke tengah-tengah masyarakat, yakni
memberikan pelayanan secara cepat, tepat, murah dan tidak
diskrimininasi, dengan tetap mengedepankan standar etika yang tinggi;

b. pentingnya mengutamakan tindakan preemtif dan humanis sebagai
civilian police menuju democratic policing;

c. mengedepankan strategi community policing. Perkembangan ke depan,
perlu dilakukan perubahan pola upaya penanganan dari tindakan reaktif
menjadi proaktif agar tercipta suasana kondusif dengan meminimalkan
jatuhnya korban, serta tetap berkomitmen terhadap efisiensi anggaran;

d. selalu membangun kemitraan melalui sistem sinergi polisional dengan
kementerian, lembaga, serta kearifan lokal lainnya, sebagai implementasi
strategi Polmas dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat guna

menciptakan masyarakat tertib hukum.

2. Autentikasi .....
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2. Autentikasi dan distribusi
a. autentikasi Renstra Polres Bengkayang berikut merupakan jabaran dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang telah
disahkan oleh Kapolda sebagai pimpinan lembaga sekaligus sebagai
pejabat pengguna anggaran;

b. distribusi, selanjutnya akan didistribusikan kepada seluruh jajaran Satker
untuk dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan dan

dipedomani oleh penanggung jawab program guna pencapaian outcome.

\SIAN RESOR BENGKAYANG
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